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MOTTO : 

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu,  

sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.  

 

   (Surat Al-Baqarah : 153) 
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Abstract 

   

  

This study aims to find the existence of the Notary Supervisory Council in giving 

sanctions to Notaries after the issuance of Permenkumham Number 15 of 2020 

concerning the procedures for examining the Supervisory Council of Notaries and 

to analyze the implementation of Permenkumham Number 15 of 2020 concerning 

the procedures for examining the Supervisory Council of Notaries. This research is 

a normative juridical research, which is based on the secondary data consisting of 

primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. 

The results of the study explained that the Regional Supervisory Council which is 

authorized to give sanctions to Notary Public and Article 77 of the UUJN also 

determined the Central Supervisory Council which did not impose sanctions. 

However, Permenkumham Number 15 of 2020 regulates that the authority to 

regulate sanctions against Notaries rests with the Examining Council (Article 1 

point 4). Permenkumham Number 15 Year 2020 which is contrary to UUJN and 

culture there are overlapping regulations, Permenkumham should not be able to 

downgrade or change provisions in UUJN. Then, the implementation of Article 1 

point 4 of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic 

of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Procedures for the Examination of the 

Supervisory Council for Notaries is difficult to implement because based on higher 

provisions, namely UUJN does not regulate or authorize the Examining Panel to 

impose sanctions against the Notary. The function of the Examining Panel should 

remain in accordance with the mandate in the previous regulations so that there is 

no overlapping authority between the Examining Panel and the Supervisory Panel. 

However, it can be resolved in a joint meeting with the Regional Supervisory 

Council and the Examining Council and an agreement is made that the authority to 

impose sanctions still rests with the Regional Supervisory Council. In imposing 

sanctions on Notaries, only the Notary Supervisory Council should be given the 

authority, in order to create legal certainty for Notary supervision. It is hoped that 

the Examination Council as a body formed by the Notary Supervisory Council can 

carry out examinations of Notaries while remaining in synergy with the Supervisory 

Council so that the purpose of the Notary's examination and supervision can run 

optimally without obstacles as well as a commitment to take time to carry out their 

respective duties as members of the Assembly. Supervisors are needed. Also, if in 

current developments the existence of UUJN is deemed not in accordance with 

developments or needs, it would be better for the UUJN itself to be amended instead 

of issuing a Permenkumham. 
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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan Majelis Pengawas Notaris 

dalam pemberian sanksi bagi Notaris pasca terbitnya Permenkumham Nomor 15 

Tahun 2020 tentang tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris dan 

menganalisis pelaksanaan Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 tentang tata cara 

pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris. Penelitian ini adalah penelitian 

yuridis normatif, yaitu penelitian yang basis utamanya mengacu pada data sekunder 

yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum 

tersier. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Majelis Pengawas Wilayah yang 

berwenang menjatuhkan sanksi kepada Notaris dan Pasal 77 UUJN menentukan 

pula Majelis Pengawas Pusat yang berwenang menjatuhkan sanksi. Namun dalam 

Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 tersebut menentukan bahwa kewenangan 

pemberian sanksi kepada Notaris ada pada Majelis Pemeriksa (Pasal 1 angka 4). 

Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 bertentangan dengan UUJN dan terkesan 

ada tumpang tindih aturan, semestinya permenkumham tidak bisa men-downgrade 

atau mengubah ketentuan dalam UUJN. Kemudian, pelaksanaan Pasal 1 angka 4 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 

Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris 

sulit diterapkan sebab berdasarkan ketentuan yang lebih tinggi, yakni UUJN tidak 

mengatur atau memberikan kewenangan terhadap Majelis Pemeriksa untuk 

memberikan sanksi terhadap Notaris. Fungsi dari Majelis Pemeriksa seharusnya  

tetap sesuai amanat dalam aturan-aturan sebelumnya sehingga tidak terjadi 

tumpang tindih kewenangan antara Majelis Pemeriksa dan Majelis Pengawas. 

Namun dapat diselesaikan dalam rapat bersama anggota Majelis Pengawas Wilayah 

dengan Majelis Pemeriksa dan diambil kesepakatan bahwa kewenangan pemberian 

sanksi tetap ada pada Majelis Pengawas Wilayah. Dalam pemberian sanksi bagi 

Notaris seharusnya hanya Majelis Pengawas Notaris saja yang diberikan 

kewenangan, demi terciptanya suatu kepastian hukum terhadap pengawasan 

Notaris. Diharapkan keberadaan Majelis Pemeriksa selaku badan yang dibentuk 

oleh Majelis Pengawas Notaris dapat melakukan pemeriksaan terhadap Notaris 

dengan tetap bersinergi dengan Majelis Pengawas sehingga tujuan dari pemeriksaan 

dan pengawasan Notaris dapat berjalan secara maksimal tanpa kendala serta 

komitmen untuk meluangkan waktu untuk menjalankan tugas masing-masing 

sebagai anggota Majelis Pengawas sangatlah diperlukan. Juga apabila dalam 

perkembangan saat ini keberadaan UUJN dianggap sudah tidak sesuai dengan 

perkembangan atau kebutuhan, alangkah lebih baik UUJN itu sendiri yang 

diamandemen, bukan menerbitkan permenkumham.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Peranan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat sudah dikenal 

sejak masyarakat mengenal hukum itu sendiri, sebab hukum itu dibuat untuk 

mengatur kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Hubungan antara 

masyarakat dan hukum diungkapkan dengan sebuah istilah yang sangat terkenal 

dalam ilmu hukum yaitu, ubi societes ibi ius (dimana ada masyarakat disana ada 

hukum).1 Melihat perkembangan hukum dalam masyarakat, maka akan 

ditemukan bahwa peranan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat 

mengalami perubahan dan perbedaan dari suatu kurun waktu ke waktu lain. 

  Dalam masyarakat yang sederhana, hukum berfungsi untuk 

menciptakan dan memelihara keamanan serta ketertiban. Fungsi ini berkembang 

sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri yang meliputi berbagai 

aspek kehidupan masyarakat yang bersifat dinamis yang memerlukan kepastian, 

ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. 

  Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga 

negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum 

                                                           
1Satjipto Raharjo, Masalah Penegakan Hukum (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 127.  
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dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, 

perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh 

pejabat yang berwenang.2 

 Agar tercipta sebuah hubungan hukum maka diperlukan adanya suatu 

keseimbangan dan keteraturan (ordered), yaitu bagaimanakah hubungan 

hukumnya, apa yang menjadi perbuatan hukumnya serta mengapa terjadi 

(rechtsfeiten).3 Karenanya, dibutuhkan suatu alat bukti berupa akta otentik. 

Keberadaan akta otentik, baik undang-undang mengharuskannya, ialah sebagai 

alat bukti untuk perbuatan tertentu itu (dengan diancam kebatalan jika tidak 

dibuat dengan akta otentik). 

  Namun, baik karena memenuhi perintah undang-undang maupun 

karena permintaan pihak-pihak yang berkepentingan, terwujudnya atau 

terlahirnya akta otentik, mutlak itu adalah kehendak dan merupakan bukti 

perbuatan hukum pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain bahwa 

akta otentik dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum hanya mungkin dan akan 

terwujud apabila atau karena adanya permintaan pihak-pihak yang 

berkepentingan yang meminta atau menghendaki agar perbuatan hukum mereka 

itu dinyatakan dalam bentuk (secara) otentik, dan atau juga oleh karena untuk 

perbuatan hukum itu, undang-undang mengharuskannya dibuatkan dalam 

bentuk atau secara otentik jika tidak demikian maka perbuatan hukum itu batal 

demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada. 

                                                           
2Muhammad Luthfan Hadi Darus, Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris, 

Cetakan Pertama (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 1. 
3Agus Pandoman, Teori dan Praktek Akta; Perikatan Publisitas dan Non-Publisitas, 

Cetakan Pertama (Yogyakarta: PT. Raga Utama Kreasi, 2017), hlm. 15.  
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 Kehidupan masyarakat yang memerlukan kepastian hukum 

memerlukan sektor pelayanan jasa publik yang saat ini semakin berkembang 

seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat atas pelayanan jasa. Hal ini 

berdampak pula pada peningkatan di bidang jasa Notaris. Peran Notaris dalam 

sektor pelayanan jasa adalah sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh negara 

untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata khususnya pembuatan akta 

otentik. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk 

membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud 

dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. 

  Notaris merupakan suatu jabatan di bidang hukum yang terkait erat 

dengan pembuatan alat bukti berupa akta. Tahun 1860 Pemerintah Hindia 

Belanda memandang perlu untuk membuat peraturan-peraturan yang mengatur 

mengenai jabatan Notaris di Nederlands Indie untuk disesuaikan dengan 

peraturan-peraturan mengenai jabatan Notaris yang berlaku di Belanda. 

Keberadaannya di nusantara sejak zaman kolonial Belanda mendasarkan pada 

Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb. 1860 No.3).4 

  Peraturan kolonial Belanda ini berlangsung hingga masa kemerdekaan 

Indonesia yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris.5 Pengertian Notaris secara umum ialah pejabat 

                                                           
4Stb. 1860 No.3 diundangkan untuk menggantikan aturan sebelumnya yakni Stb. No.11. 
5Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika, 

Cetakan Pertama (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 101. 
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umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan 

lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau 

berdasarkan undang-undang lainnya.6 

  Semenjak Indonesia merdeka, lembaga Notariat terus digunakan oleh 

masyarakat dan menjadi lembaga hukum Indonesia, dimanfaatkan oleh semua 

golongan. Bagi mereka yang tunduk kepada hukum adat tidak lagi harus 

menyatakan tunduk kepada hukum Eropa, bahkan perjanjiannya sendiri yang 

dituangkan ke dalam akta boleh merupakan materi yang diatur dalam hukum 

adat dan hukum Islam.7 

 Wewenang Notaris sebagai pejabat umum, meliputi 4 (empat) hal, 

yaitu: 

1. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu; 

2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk 

kepentingan siapa akta tersebut dibuat; 

3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta tersebut 

dibuat; 

4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.8 

 Notaris sebagai pejabat umum diberikan oleh peraturan perundang-

undangan kewenangan untuk membuat segala perjanjian dan akta serta yang 

                                                           
6Lihat di dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 
7R. Soegondo Notosoedirjo, Hukum Notariat di Indonesia; Suatu Penjelasan (Jakarta: 

PT. RajaGrafindo Persada, 1993), hlm. 4.  
8Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Cetakan Keeempat (Bandung: Refika Aditama, 

2014), hlm. 4. 
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dikehendaki oleh yang berkepentingan. Hal ini sesuai dengan dengan ketentuan 

dalam Pasal 15 ayat (1) sampai ayat (3) UUJN, yang menyebutkan bahwa:9 

(1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua 

perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh 

peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh 

yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, 

menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, 

memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu 

sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau 

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan 

oleh undang-undang. 

(2)  Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris 

berwenang pula: 

a.  mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal 

surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; 

b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam 

buku khusus; 

c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan 

yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan 

dalam surat yang bersangkutan; 

d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat 

aslinya; 

e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan 

pembuatan Akta; 

f.  membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau 

g. membuat Akta risalah lelang. 

(3)  Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan.” 

 

 Kehadiran Notaris memegang peranan penting dalam lalu lintas hukum, 

khususnya yang berkaitan dengan pembuatan alat bukti tertulis yang bersifat 

otentik. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan 

perlindungan hukum yang dibutuhkan masyarakat terkait alat bukti tertulis yang 

memiliki sifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum, 

                                                           
9Lihat di dalam Pasal 15 ayat (1) sampai ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris. 
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sebagaimana amanat pada pasal 1868 KUHPerdata yang berbunyi, “akta otentik 

adalah akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh 

atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta 

itu dibuat.”10 

 Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum 

yang berwenang membuat akta otentik diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris 

yang dibentuk oleh Menteri. Ketentuan mengenai pengawasan terhadap Notaris 

diatur dalam UUJN Bab IX tentang Pengawasan. Secara umum, pengertian dari 

pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas dalam melihat, 

memperhatikan, mengamati, mengontrol, menilik dan menjaga serta memberi 

pengarahan yang bijak. 

 Berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara 

Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota Susunan Organisasi, Tata Cara 

Kerja dan Tata Cata Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris Pasal 1 angka 5 

menjelaskan mengenai pengertian dari pengawasan yang berbunyi sebagai 

berikut, “pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif 

termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap 

Notaris.”11 

                                                           
10R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: PT. 

Pradnya Paramita, 2009), hlm. 475. 
11Lihat dalam Pasal 1 angka 5 Permenkumham Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 

tentang tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota Susunan Organisasi, 

Tata Cara Kerja dan Tata Cata Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. 
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 Wewenang pengawasan atas Notaris ada di tangan Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia. Tetapi dalam praktek, Menteri melimpahkan wewenang itu 

kepada Majelis Pengawas Notaris yang dia bentuk. UUJN menegasan bahwa 

Menteri melakukan pengawasan terhadap Notaris dan kewenangan Menteri 

untuk melakukan pengawasan ini oleh UUJN diberikan dalam bentuk 

pendelegasian delegatif kepada Menteri untuk membentuk Majelis Pengawas 

Notaris, bukan untuk menjalankan fungsi-fungsi Majelis Pengawas Notaris yang 

telah ditetapkan secara eksplisit menjadi kewenangan Majelis Pengawas Notaris. 

 Tujuan dari pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris adalah 

supaya Notaris sebanyak mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan yang 

dituntut kepadanya. Persyaratan-persyaratan yang dituntut itu tidak hanya oleh 

hukum atau undang-undang saja, akan tetapi juga berdasarkan kepercayaan yang 

diberikan oleh klien terhadap Notaris tersebut. Tujuan dari pengawasan itupun 

tidak hanya ditujukan bagi penataan kode etik Notaris akan tetapi juga untuk 

tujuan yang lebih luas, yaitu agar para Notaris dalam menjalankan tugas 

jabatannya memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh undang-

undang demi pengamanan atas kepentingan masyarakat yang dilayani.12 

 Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2), pengawasan terhadap Notaris dilakukan 

oleh menteri dan dalam operasionalnya menteri akan membentuk Majelis 

Pengawas Notaris. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UUJN, Majelis Pengawas 

adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk 

                                                           
12Lihat dalam Pasal 67 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 
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melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Keanggotaan Majelis 

Pengawas Notaris berdasarkan Pasal 67 ayat (3) UUJN berjumlah 9 (sembilan) 

orang yang terdiri dari:13 

a. Unsur pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang; 

b. Unsur organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; 

c. Unsur ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang. 

 Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) huruf a UUJN14 dan Pasal 77 huruf a 

UUJN15 menentukan bahwa Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis 

Pengawas Pusat (MPP) adalah suatu badan yang bewenang menjatuhkan sanksi 

terhadap Notaris yang melanggar ketentuan UUJN. Bahwasannya Majelis 

Pengawas Notaris merupakan perpanjangantangan menteri terkait dengan 

pengawasan terhadap Notaris. Namun di dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 

15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap 

Notaris menyebutkan, “Majelis Pemeriksa adalah tim pemeriksa yang memiliki 

wewenang melakukan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi yang dibentuk oleh 

Majelis Pengawas Notaris”. Kemudian, Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 

                                                           
13Lihat dalam Pasal 67 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 
14Pasal 73 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa, “Majelis 

Pengawas Wilayah berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil 

keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah”. 

 15Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa, “Majelis 

Pengawas Pusat berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan 

dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti”. 
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tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris juga 

disebutkan bahwa, “dalam hal Notaris terbukti melakukan pelanggaran perilaku 

dan pelaksanaan jabatan, Majelis Pemeriksa menjatuhkan sanksi”. 

 Berdasarkan uraian tersebut, Penulis melihat bahwa ada tumpang tindih 

kewenangan antara Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pusat dengan 

Majelis Pemeriksa dalam memberikan sanksi bagi Notaris yang terbukti telah 

melakukan pelanggaran ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Oleh sebab 

itu Penulis tertarik untuk meneliti tentang “Sanksi Pelanggaran Pelaksanaan 

Jabatan Notaris Dan Perilaku Notaris Setelah Berlakunya Peraturan Menteri 

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 

Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.” 

 

B. Rumusan Masalah 

 Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah: 

1. Bagaimana keberadaan Majelis Pengawas Notaris dalam pemberian sanksi 

bagi Notaris pasca terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara 

Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris?  

2. Bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara 

Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Menganalisis keberadaan Majelis Pengawas Notaris dalam pemberian sanksi 

bagi Notaris pasca terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara 

Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris. 

2. Menganalisis pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan 

Majelis Pengawas Terhadap Notaris.  

 

D. Orisinalitas Penulisan 

  Dari hasil penelusuran dan pemeriksaan yang telah dilakukan di 

kepustakaan maupun di internet, penelitian tentang “Sanksi Pelanggaran 

Pelaksanaan Jabatan Notaris dan Perilaku Notaris Setelah Berlakunya Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 

2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris”, 

belum pernah dilakukan. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam 

penulisan ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah, oleh karena itu 

penelitian ini adalah asli adanya. Artinya secara akademik penelitian ini dapat 

dipertanggungjawabkan kemurniannya, karena belum pernah ada yang 

melakukan penelitian yang sama dengan judul penelitian. 
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Penelusuran karya ilmiah dengan tema Notaris yang berpedoman pada 

pelaksanaan pemeriksaan Notaris, penulis menemukan beberapa tulisan yang 

terkait, yaitu: 

1. Danang Priambodo, Universitas Islam Indonesia, dengan judul 

“Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Dalam Memeriksa Notaris 

yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Notaris yang Memiliki Muatan 

Pidana”.16 Karya ilmiah ini merumuskan masalah mengenai bagaimana 

penyelesaian hukum terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris yang dilakukan 

oleh Notaris yang bermuatan pidana dan bagaimana kewenangan Majelis 

Pengawas Notaris Daerah dalam memeriksa Notaris yang melakukan 

pelanggaran Kode Etik Notaris yang bermuatan pidana. Berkaitan dengan 

hasil penelitian karya ilmiah ini memuat kesimpulan bahwa Notaris yang 

melakukan perbuatan pidana dapat dikenakan sanksi. Sebelum dikenakan 

sanksi, kepada Notaris terlebih dahulu dilakukan proses sesuai dengan 

KUHP. Adapun tahapan yang harus dilalui antara lain adanya tindak pidana. 

Tahap penyidikan oleh kepolisian, tahap penuntutan oleh kejaksaan, tahap 

pemeriksaan oleh pengadilan, tahap pelaksanaan putusan (eksekusi) oleh 

kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan. Di dalam hukum pidana terdapat 

adanya 3 (tiga) konsep antara lain tindak pidana/perbuatan pidana, 

pertanggung jawaban pidana atau kesalahan, dan pemidanaan. 

                                                           
16Danang Priambodo, “Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Dalam 

Memeriksa Notaris yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Notaris yang Memiliki Muatan 

Pidana”, Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2019. 
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2. Hetty Roosmilawaty, Universitas Padjajaran, dengan judul “Penerapan 

Sanksi Kode Etik Terhadap Pelanggaran Jabatan oleh Notaris Dalam Praktek 

di Jakarta Selatan”.17 Karya ilmiah ini merumuskan masalah mengenai 

bagaimana daya mengikat sanksi yang dijatuhkan Dewan Kehormatan Ikatan 

Notaris Indonesia sebagai organisasi profesi terhadap Notaris yang 

melanggar kode etik dan apa upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Notaris 

yang dijatuhkan sanksi pelanggaran kode etik untuk mengajukan keberatan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi Notaris yang melakukan 

pelanggaran kode etik, Dewan Kehormatan dapat menjatuhkan sanksi 

kepada pelanggarnya, sanksi yang dikenakan terhadap anggota Ikatan 

Notaris Indonesia yang melakukan pelanggaran kode etik tersebut dapat 

berupa: teguran, peringatan, schorsing (pemberhentian sementara) dari 

keanggotaan perkumpulan, onzetting (pemecatan) dari keanggotaan 

Perkumpulan dan Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan 

Perkumpulan. Namun sanksi pemecatan yang diberikan terhadap Notaris 

yang melakukan pelanggaran kode etik bukanlah berupa pemecatan dari 

jabatan Notaris melainkan pemecatan dari keanggotaan Ikatan Notaris 

Indonesia sehingga walaupun Notaris yang bersangkutan telah terbukti 

melakukan pelanggaran kode etik, Notaris tersebut masih dapat membuat 

akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai Notaris, dengan demikian 

sanksi berupa pemecatan dari keanggotaan perkumpulan tentunya tidak 

                                                           
17Hetty Roosmilawaty, “Penerapan Sanksi Kode Etik Terhadap Pelanggaran Jabatan oleh 

Notaris Dalam Praktek di Jakarta Selatan”, Tesis, Universitas Padjajaran, 2008. 
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berdampak pada jabatan seorang Notaris yang telah melakukan pelanggaran 

kode etik, karena sanksi tersebut bukanlah berarti secara serta merta Notaris 

tersebut diberhentikan dari jabatannya, karena hanya menteri yang 

berwenang untuk memecat Notaris dari jabatannya dengan mendengarkan 

laporan dari Majelis Pengawas. Sehingga sanksi tersebut terkesan kurang 

mempunyai daya mengikat bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kode 

etik. Hasil penelitian berikutnya adalah bahwa Notaris yang diberikan sanksi 

atas pelanggaran kode etik dapat melakukan upaya pembelaan diri dan dapat 

mengajukan banding secara bertingkat terhadap putusan Dewan Kehormatan 

Daerah kepada Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat 

sebagai pemeriksaan tingkat akhir. 

 Berdasarkan paparan beberapa karya tulis ilmiah tersebuat di atas, 

terdapat substansi yang berbeda. Penelitian dengan judul “Sanksi Pelanggaran 

Pelaksanaan Jabatan Notaris dan Perilaku Notaris Setelah Berlakunya Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 

2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris” akan 

mengkaji mengenai bagaimana keberadaan Majelis Pengawas Notaris dalam 

pemberian sanksi bagi Notaris pasca terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata 

Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris dan bagaimanakah 

pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis 

Pengawas Terhadap Notaris.  
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E. Tinjauan Pustaka 

 1.  Tugas dan Jabatan Notaris 

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta 

otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang 

diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki 

oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin 

kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, 

salinan, dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu 

tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain 

yang ditetapkan oleh undang-undang.18 

  Kewenangan Notaris disamping diatur dalam Pasal 15 UUJN, juga 

ada kewenangan yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan 

yang lain (di luar UUJN), dalam arti peraturan perundang-undangan yang 

bersangkutan menyebutkan/menegaskan agar perbuatan hukum tertentu 

wajib dibuat dengan akta Notaris. 

  Untuk menunjukkan bahwa kewenangan Notaris sebagai pejabat 

umum telah sempurna, artinya tidak diperlukan “embel-embel” lain, 

misalnya Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi berdasarkan 

keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUM/1X/2004, tanggal 24 

September 2004 tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi, kemudian Notaris 

                                                           
18Lihat di dalam Pasal 1 Jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 
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sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) berdasarkan Pasal 37 

ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 

Pemberian sebutan lain kepada Notaris seperti tersebut di atas telah 

menciderai makna pejabat umum. Seakan-akan Notaris akan mempunyai 

kewenangan tertentu jika disebutkan dalam suatu aturan hukum dari instansi 

pemerintah.19 

 Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh 

aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat 

yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai 

keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka 

yang diangkat menjadi Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani 

masyarakat, dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa 

dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan 

honorarium kepada Notaris.20 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya. 

 Notaris yang notabene merupakan suatu Jabatan (publik) 

mempunyai beberapa karakteristik, yaitu:21  

 

 

                                                           
19Habib Adjie, Penggerogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum (Jakarta: 

Renvoi, 2004), hlm. 32. 
20Lihat dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 
21Habib Adji,Hukum Notaris Indonesia; ... op. cit., hlm. 15-16. 
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a. Sebagai Jabatan. 

UUJN merupakan unifikasi dibidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya 

satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur 

jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan 

Notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN. Jabatan Notaris 

merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara. Notaris ditetapkan 

sebagai Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang 

sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu 

(kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu 

lingkungan pekerjaan tetap. 

b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu. 

Setiap kewenangan yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan 

hukumnya, guna sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, 

dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan 

demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan diluar 

wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan 

melanggar wewenang. Wewenang Notaris hanya dicantumkan dalam 

Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) UUJN. 

c. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. 

Pasal 2 UUJN menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan 

oleh pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan 

(Pasal 1 angka 14 UUJN). Notaris meskipun secara administratif diangkat 

dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi 
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subordinasi (bawahan) yang mengangkatnya (pemerintah). Karenanya, 

Notaris dalam menjalankan tugasnya jabatannya harus: 

1). Bersifat mandiri (autonomus), 

2). Tidak memihak siapapun (impartial), 

3). Tidak tergantung dengan siapapun (independen), yang artinya dalam 

mejalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang 

mengangkatnya atau oleh pihak lain. 

d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya 

Meskipun Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, namun 

Notaris tidak menerima gaji, dan pensiun dari pemerintah. Notaris hanya 

menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat 

memberikan pelayanan secara cuma-cuma untuk mereka yang dirasa tidak 

mampu. 

e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat. 

Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang 

memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, 

sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani 

masyarakat. Masyarakat dapat menggugat secara perdata Notaris, dan 

menuntut biaya ganti rugi dan bunganya jika ternyata akta tersebut dapat 

dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini 

merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat. 
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2. Teori Kepastian Hukum 

 Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang 

jelas, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi 

oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subyektif.22 Pentingnya kepastian 

hukum sesuai yang diatur pada Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 

1945 Amandemen Ketiga bahwa, “setiap orang berhak atas pengakuan, 

jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang 

sama di hadapan hukum.”23 

Prinsip kepastian hukum secara jelas telah diamanatkan oleh 

konstitusi dan wajib hukumnya untuk diterapkan pada setiap perumusan 

peraturan perundang-undangan. Dalam paradigma positivisme, kepastian 

hukum harus selalu dijunjung apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk 

tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif 

adalah satu-satunya hukum. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang 

dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu harus dipenuhi. 

Pada paradigma positivistik, bahwa sistem hukum tidak diadakan 

untuk memberikan keadilan bagi masyarakat, melainkan hanya sekedar 

melindungi kemerdekaan individu. Kemerdekaan individu tersebut senjata 

utamanya adalah kepastian hukum. Paradigma positivistik berpandangan 

bahwa demi kepastian hukum, maka keadilan dan kemanfaatan boleh 

dikorbankan. Pandangan posivistik telah mereduksi hukum sehingga telah 

                                                           
 22L.J. Van Apeldorn, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Ketiga puluh (Jakarta: Pradnya 

Paramita, 2004), hlm. 11. 
23Lihat di dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 

1945 Amandemen Ketiga. 
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menjadi sesuatu yang sederhana, linear, mekanistik, dan deterministik hukum 

tidak lagi sebagai pranata manusia melainkan hanya sekedar media profesi.24 

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah 

pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen dengan 

menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-

norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang 

yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu 

bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama 

individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu 

menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan 

terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut 

menimbulkan kepastian hukum.25 

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan 

kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian 

hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum. 

Kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya, akan 

tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.26 Menurut 

Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu:27 

a. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu 

mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.  

                                                           
24Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), 

hlm. 161. 
25Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 158. 
26DominikusRato, Filsafat Hukum Mencari, Memahami, danMemahami 

Hukum(Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 59. 
27Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum (Bandung: Penerbit Citra Aditya 

Bakti, 1999), hlm. 23. 
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b. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari 

kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang 

bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh 

dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. 

 

  Menurut Friedrich Julius Stahl28, bahwa ciri sebuah negara hukum 

antara lain adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya 

pemisahan atau pembagian kekuasaan, pemerintah berdasarkan peraturan 

perundang-undangan (wetmatigheid van bestuur), serta peradilan 

administrasi dalam perselisihan. Konsep negara hukum, selain mencakup 

perihal kesejahteraan sosial (welfare state), kini juga bergerak ke arah 

dimuatnya ketentuan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi 

tertulis satu negara. 

 Berdasarkan hal tersebut, maka negara di samping bertugas untuk 

mensejahterakan masyarakat dan memberikan keadilan sosial, negara juga 

harus memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang saat ini 

diatur dalam Pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dikenal dengan prinsip negara hukum yang 

demokratis.29 Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa, “untuk mencapai 

ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di 

masyarakat karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan 

kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya 

kepastian hukum dan ketertiban.”30  

                                                           
28Ibid., hlm. 210. 

 29Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum (Bandung: Citra 

Aditya Bakti, 2001), hlm. 68. 

 30C. J. Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Histori (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 

2004), hlm. 239. 
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 3. Teori Kewenangan 

   Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan yang sangat 

penting dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi. Begitu 

pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek 

menyatakan: “Het begrip bevoegdheid in dan ook een kembegrip in he staats-

en administratief recht”.31 Dari pernyataan diatas dapat diartikan bahwa 

wewenang merupakan konsep inti dari Hukum Tata Negara dan Hukum 

Administrasi. 

  Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “authority” 

dalam bahasa Inggris dan “bevoegheid” dalam bahasa Belanda. Authority 

dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai Legal Power; a right to 

command or to act; the right and power of public officers to require 

obedience to their orders lawfully issued in scope of theirr public duties.32 

(Kewenagan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk 

memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk 

mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik). 

   Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya 

terdiri dari tiga komponen, yaitu:33 

a. Komponen pengaruh, yaitu merupakan penggunanan wewenang 

dimaksudkan untuk mengendalikan prilaku subjek hukum. 

b. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat 

ditunjukkan dasar hukumnya. 

                                                           
31Nur Basuki Winarno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, 

(Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 65. 
32Ibid. 
33Ibid., hlm. 66. 
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c. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar 

wewenang yaitu setandar umum (semua jenis wewenang) dan 

setandar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). 

  Sejalan dengan pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas 

(legaliteits beginselen atau wetmatigheid van bestuur), atas dasar prinsip 

tersebut bahwa wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-

undangan. Menurut kepustakaan Hukum Administrasi terdapat dua cara 

untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu: atribusi dan delegasi; 

terkadang juga didapat dari mandat, ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk 

memperoleh wewenang.34 

  Demikian juga untuk setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan 

harus didasari dengan kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang 

sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan 

suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi 

setiap pejabat atau bagi setiap badan. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari 

sumber dari mana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga 

kategori kewenangan yaitu:35 

 a.  Kewenangan Atribut 

Kewenangan atribut biasanya berasal dari adanya pembagian 

kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam 

pelaksanaan kewenangan atributif ini pelaksanaannya dilakukan 

sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan 

dasarnya. Terhadap kewenangan atributif mengenai tanggung 

jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan 

sebagaimana tertera pada peraturan dasarnya; 

 b.  Kewenangan Delegatif 

Kewenangan delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ 

pemerintah pada organ lain dengan dasar peraturan Perundang-

undangan. Dalam kewenangan delegatif tanggung jawab dan 

                                                           
34Ibid., hlm. 70. 

 35Ibid., hlm. 70-75. 
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tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan 

beralih pada delegararis; 

 c.  Kewenangan Mandat 

Kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari 

proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih 

tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan 

mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, 

kecuali bila dilarang secara tegas. 

 

4. Teori Pertanggungjawaban Hukum 

   Menurut Abdul Kadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam 

perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, 

yaitu: 

  a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan 

dengan sengaja (intertional tort liability), tergugat harus sudah 

melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat 

atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan 

mengakibatkan kerugian. 

  b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan 

karena kelalaian (negligence tort liability), didasarkan pada konsep 

kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum 

yang sudah bercampur baur (interminglend). 

  c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa 

mempersoalkan kesalahan (stirck liability), didasarkan pada 

perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya 
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meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian 

yang timbul akibat perbuatannya.36 

 

F. Metode Penelitian  

1. Objek Penelitian 

 Penelitian hukum sebagai kegiatan ilmiah yang berusaha untuk 

memperoleh pemecahan suatu masalah. Oleh karena itu, penelitian sebagai 

sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan bertujuan untuk 

mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, analisis dan 

konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.37 

 Penelitian dengan judul “Sanksi Pelanggaran Pelaksanaan Jabatan 

Notaris Dan Perilaku Notaris Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Hukum 

Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang 

Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris” adalah 

merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang basis utamanya 

mengacu pada data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk melengkapi penelitian ini 

juga didukung oleh data primer, seperti wawancara dengan narasumber-

narasumber terkait dengan tema penelitian. 

 Objek penelitian adalah hal-hal yang menjadi kajian yang akan 

diteliti dalam rumusan masalah penelitian. Objek penelitian secara garis besar 

                                                           
36Abdul Kadir Muhammad,  Hukum Perusahaan Indonesia (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 

2010), hlm. 503. 
37Soerjono Soekanto dan Sri  Mamudjim, Penelitian Normatif Suatu Tinjauan Singkat 

(Jakarta: Rajawali Press, 1986), hlm.  13. 
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merupakan alat untuk mengidentifikasi dan memetakan sebuah lingkungan 

penelitian yang menjadi tujuan penelitian untuk mendapatkan gambaran 

umum secara luas yang terdiri dari sifat lingkungan, struktur, sejarah dan 

fungsi setiap apa yang ada di lingkungan penelitian tersebut.38 Adapun yang 

akan menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah tentang keberadaan 

Majelis Pengawas Notaris dalam pemberian sanksi bagi Notaris pasca 

terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis 

Pengawas Terhadap Notaris dan pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata 

Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris. 

2. Subjek Penelitian 

  Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk 

memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Jadi, subjek 

penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Subjek 

penelitian ini merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkap 

fakta-fakta di lapangan.39 Adapun yang menjadi subjek penelitian dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Majelis Pengawas Notaris; 

b. Akademisi. 

 

                                                           
38Ibid., hlm. 16. 

 39Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 

2007), hlm. 32. 
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 3.  Data Penelitian 

  Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai informasi yang telah ada 

sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan 

untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Data sekunder terdiri dari bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data 

sekunder ini biasanya bisa didapatkan melalui buku, peraturan perundang-

undangan, publikasi pemerintah, jurnal, hingga berbagai situs yang berkaitan 

dengan informasi yang sedang dicari. Untuk melengkapi penelitian ini, juga 

didukung oleh data primer. Data primer ialah data yang diperoleh atau 

dikumpulkan langsung di lapangan oleh Peneliti. Data primer diperoleh dari 

sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara 

yang dilakukan oleh Peneliti. Data primer ini antara lain: catatan hasil 

wawancara, hasil observasi lapangan, dan data-data mengenai informan. 

 4. Teknik Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data/bahan yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Data primer yaitu data diperoleh dengan cara wawancara secara langsung 

dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, seperti 

Notaris, Majelis Pengawas Notaris, dan akademisi. 

b. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan 

menggunakan perundang-undangan dan buku-buku yang terkait dengan 

masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, dan melakukan 
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pengumpulan data melalui perundang-undangan yaitu terkait dengan 

masalah yang diteliti, dan juga melalui internet, majalah, dan melalui 

kamus hukum, kamus bahasa, dan kamus lain yang berhubungan dengan 

permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini. 

5. Pendekatan Penelitian 

  Metode pendekatan yang digunakan dalam membahas masalah 

penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (statute 

approach) dan pendekatan analitik (analytical approach), dimana 

pendekatan tersebut dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan 

regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani40, 

dan pendekatan analitik dilakukan untuk mengetahui makna yang terkandung 

oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara 

konsepsional, sekaligus untuk mengetahui penerapannya dalam praktik dan 

putusan-putusan hukum sehingga dilakukan melalui dua pemeriksaan.41 

6. Analisis Penelitian 

Seluruh data dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian, baik 

penelitian kepustakaan maupun penelitian melalui wawancara akan dianalisa 

dengan metode deskriptif kualitatif. Metode analisa deskriptif kualitatif 

maksudnya yaitu analisis data mengungkapkan dan mengambil kebenaran 

yang diperoleh dari pustakaan dan lapangan yaitu dengan menggabungkan 

antara peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan 

                                                           
40Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan Keduabelas (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2016), hlm. 133. 
41Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Keempat 

(Jakarta: Banyumedia, 2008), hlm. 321. 



 
 

28 
 

judul penelitian. Dengan mendapat responden yang diperoleh dengan cara 

dan interview, kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapatkan 

suatu pemecahannya dan dapat ditarik kesimpulan.  
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Gambar 1. Kerangka Pikir Teoretik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemberian sanksi terhadap Notaris berdasarkan 

ketentuan UUJN: 

 Pasal 73: Majelis Pengawas Wilayah 

berwenang memberikan sanksi baik 

peringatan lisan maupun peringatan tertulis. 

 Pasal 77: Majelis Pengawas Pusat 

berwenang menjatuhkan sanksi 

pemberhentian sementara dan mengusulkan 

sanksi pemberhentian berupa pemberhentian 

dengan tidak hormat kepada Menteri. 

 

Pemberian sanksi terhadap Notaris 

berdasarkan ketentuan Permenkumham 

Nomor 15 Tahun 2020: 

 Pasal 1 angka 4: “Majelis Pemeriksa 

adalah tim pemeriksa yang memiliki 

wewenang melakukan pemeriksaan dan 

penjatuhan saksi yang dibentuk oleh 

Majelis Pengawas Notaris”. 

 Pasal 36 ayat (1): “dalam hal Notaris 

terbukti melakukan pelanggaran perilaku 

dan pelaksanaan jabatan, Majelis 

Pemeriksa menjatuhkan sanksi.” 

Sanksi Pelanggaran Pelaksanaan Jabatan Notaris dan Perilaku Notaris Setelah 

Berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis 

Pengawas Terhadap Notaris 

1. Bagaimana keberadaan Majelis Pengawas Notaris dalam pemberian sanksi bagi Notaris pasca 

terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 

2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris?  

2. Bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris? 
 

Bagaimana seharusnya hukum di Indonesia mengatur tentang kewenangan dalam 

pemberian sanksi pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris demi 

tercapainya suatu kepastian hukum? 

Metode Penelitian 

Pemberian sanksi terhadap Notaris 

berdasarkan ketentuan UUJN 

Pemberian sanksi terhadap Notaris 

berdasarkan ketentuan 

Permenkumham No. 15 Tahun 2020 

Teori pendukung (Teori Kepastian 

Hukum, Teori Kewenangan, dan Teori 

Pertanggungjawaban Hukum. 
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G. Sistematika dan Kerangka Penulisan 

 Penulis akan memberikan ulasan-ulasan secara singkat mengenai 

materi yang akan disusun dalam penelitian ini. 

Bab I: Pendahuluan 

Pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah, alasan yang mendasari 

pemilihan permasalahan penelitian, perumusan masalah berisi uraian tentang 

apa yang akan diteliti dan dibahas lebih lanjut dalam tesis ini. Tujuan dan 

manfaat penelitian berisi uraian tentang tujuan dan manfaat yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini, metode penelitian memuat tentang jenis penelitian, sumber 

data, teknik pengumpulan data dan analisis data. 

Bab II: Tinjauan Pustaka Tentang Jabatan, Pengawasan, dan Produk 

Hukum Notaris 

Bagian ini berisi uraian tentang kajian pustaka yang terdiri dari tugas dan 

tanggung jawab Notaris dan bentuk pengawasan terhadap Notaris di Indonesia. 

Bab III: Sanksi Pelanggaran Pelaksanaan Jabatan Notaris dan Perilaku 

Notaris Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara 

Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris  

Bagian ini berisi uraian tentang analisis dan pembahasan terhadap rumusan 

masalah, yakni keberadaan Majelis Pengawas Notaris dalam pemberian sanksi 

bagi Notaris pasca terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan 

Majelis Pengawas Terhadap Notaris dan pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum 
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dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata 

Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris. 

Bab IV: Penutup 

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dari semua permasalahan yang dibahas 

pada bab-bab sebelumnya, serta berisikan saran yang sekiranya bagi pihak yang 

terlibat dalam permasalahan pada penelitian ini. 
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      BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG JABATAN, PENGAWASAN, DAN 

PRODUK HUKUM NOTARIS  

 

A. Kedudukan Notaris 

 1. Pengertian Jabatan Notaris  

   Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan 

hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang 

membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, 

peristiwa, atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini, maka mereka yang 

diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani 

masyarakat dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa 

dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya dapat memberikan 

honorarium kepada Notaris.42 

  Dengan demikian, Notaris merupakan suatu jabatan yang 

mempunyai karakteristik: 

a) Sebagai Jabatan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan 

unifikasi di bidang pengaturan jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan 

hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur jabatan Notaris di 

                                                           
42Mengenai pemberian honorarium kepada Notaris dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 

36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 
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Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia 

harus mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. 

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara. 

Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan 

atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan 

fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan 

sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.43 

b) Notaris Mempunyai Kewenangan Tertentu 

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan 

hukumnya, sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan 

tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian 

jika seseorang pejabat, dalam hal ini Notaris, melakukan suatu tindakan 

diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai 

perbuatan melanggar wewenang. 

c) Diangkat dan Diberhentikan Oleh Pemerintah 

Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa Notaris 

diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, dalam hal ini menteri yang 

membidangi kenotariatan.44 Notaris meskipun secara administratif 

diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi 

subordinasi (bawahan) yang mengangkatnya (pemerintah). Dengan 

demikian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya: 

                                                           
43Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 38. 
44Lihat di dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 
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1) bersifat mandiri (autonomous); 

2) tidak memihak siapapun (impartial); 

3) tidak tergantung kepada siapapun (independent), yang berarti dalam 

menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang 

mengangkatnya atau oleh pihak lain. 

d) Tidak Menerima Gaji atau Pensiun Dari yang Mengangkatnya; 

 Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tapi tidak 

menerima gaji serta pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima 

honorarium45 dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat 

memberikan pelayanan Cuma-Cuma untuk mereka yang tidak mampu. 

e) Akuntabilitas atas Pekerjaannya Kepada Masyarakat. 

 Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang 

memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, 

sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat, 

masyarakat dapat menggugat secara perdata Notaris, dan menuntut biaya, 

ganti rugi, dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat 

tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan bentuk 

akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.46 

 

                                                           
45Honorarium berasal dari kata latin Honor yang artinya kehormatan, kemuliaan, tanda 

hormat/penghargaan semula mengandung pengertian balas jasa para nasabah atau klien kepada 

dokter, akuntan, pengacara, dan Notaris. Kemudian pengertian itu meluas menjadi uang imbalan 

atau jasa atau hasil pekerjaan seseorang yang tidak berupa gaji tetap. Umpamanya, honorarium 

untuk pengarang, penerjemah, ilustrator, atau konsultan. K. Prent, Adi Subrata, dan W.J.S. 

Poerwadarminta, Ensiklopedi  Nasional Indonesia, Cetakan Keenam (Yogyakarta: Kanisius, 2001), 

hlm. 387. 
46Habib Adjie, Hukum Notaris... Op. Cit., hlm. 16. 
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 2. Notaris Sebagai Pejabat Umum 

   Kosakata dalam bahasa Indonesia, ada istilah “penjabat” 

(menggunakan huruf n) dan “pejabat” (tanpa huruf n). Istilah atau kata 

“penjabat” maupun ”pejabat” dari segi arti kata mempunyai arti atau 

pengertian berbeda. Penjabat dapat diartikan sebagai pemegang jabatan orang 

lain untuk sementara, sedangkan pejabat sebagai pegawai pemerintah yang 

memegang jabatan (unsur pimpinan) atau orang yang memegang suatu 

jabatan.47 

  Suatu jabatan sebagai personifikasi hak dan kewajiban dapat 

berjalan oleh manusia atau subjek hukum. Yang menjalankan hak dan 

kewajiban yang didukung oleh jabatan ialah pejabat. Jabatan bertindak 

dengan perantaraan pejabatnya.48 Jabatan merupakan lingkungan pekerjaan 

tetap sebagai subjek hukum (persoon), yakni pendukung hak dan kewajiban 

(suatu personifikasi). Sebagai subjek hukum, maka jabatan itu dapat 

menjamin kesinambungan hak dan kewajiban. 

  Hubungan antara jabatan dan pejabat yaitu, bahwa jabatan bersifat 

tetap (lingkungan pekerjaan tetap). Jabatan dapat berjalan oleh manusia 

sebagai pendukung hak dan kewajiban sehingga disebut pejabat. Pejabat 

adalah yang menjalankan hak dan kewajiban jabatan. Pejabat (yang 

menduduki jabatan) selalu berganti-ganti, sedangkan jabatan terus-menerus 

(continue), artinya pejabat bisa digantikan oleh siapapun, sedangkan jabatan 

                                                           
47Zain Badudu, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), 

hlm. 543. 
48E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Cetakan Keenam 

(Jakarta: Ichtiar, 1999), hlm. 124. 
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akan tetap ada selama diperlukan dalam suatu struktur pemerintah atau 

organisasi. 

  Hubungan antara jabatan dengan penjabat, bagikan 2 (dua) sisi mata 

uang, pada satu sisi bahwa jabatan bersifat tetap (lingkungan pekerjaan tetap). 

Sisi yang kedua bahwa jabatan dapat berjalan oleh manusia sebagai 

pendukung hak dan kewajiban sehingga yang mengisi atau menjalankan 

jabatan disebut pejabat atau pejabat adalah yang menjalankan hak dan 

kewajiban jabatan. Oleh karena itu suatu jabatan tidak akan berjalan jika tidak 

ada pejabat yang menjalankannya. 

  Kata pejabat lebih merujuk kepada orang yang memangku suatu 

jabatan.49 Segala tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang sesuai dengan 

kewenangannya merupakan implementasi dari jabatan. Istilah pejabat umum 

merupakan terjemahan dari istilah openbaare ambtenaren yang terdapat 

dalam Pasal 1 angka 1 Reglement op het Notaris Ambt in Indonesie dan Pasal 

1868 Burgerlijk Wetboek (BW). Pasal 1 angka 1 Reglement op het Notaris 

Ambt in Indonesie menyebutkan bahwa:50 

 De notarissen zijn openbare ambtenaren, uitsluitend bevoegd, om 

authentieke op te maken  wegens alle handelinggen, overeenkomsten 

en beschikkingen, waarvan eene algemeene, dat bij authentiek 

geschrift belanghebbenden verlangen, dat bij authentiek geschrift 

bkijken zal, daarvan de dagteekening te verzekeren, de akte in 

bewaring te houden en daarvan grossen, afschriften en uittreksels 

uit te geven; alles voorzoover het opmaken dier akten door eene 

algemeene verordening niet ook aan andere ambteneren of personen 

opgedragen of voorhebehouden is. (Notaris adalah pejabat umum 

yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai 

                                                           
49Indroharto, Usaha Memahami Undang Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, 

Cetakan Pertama (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 28.  
50Habib Adjie, Hukum Notaris... Op. Cit., hlm. 12. 
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semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh 

suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki 

untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian 

tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan, 

dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu 

peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada 

pejabat atau orang lain). 

 

 Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (BW) meneyebutkan:51 

 

  Eene authentieke acte is de zoodanige welke in de wettelijken vorn 

is verleden, door of ten overstaan van openbare ambtenaren die 

daartoe bevoegd zijn terplaatse alwaar zulks is geschied. (Suatu akta 

otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan 

undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang 

untuk itu di tempat akta itu dibuat). 

 

   Menurut kamus hukum salah satu arti dari ambtenaren adalah 

pejabat. Dengan demikian openbare ambtenaren adalah pejabat yang 

mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan publik, sehingga tepat 

jika openbare ambtenaren diartikan sebagai pejabat publik. Khusus berkaitan 

dengan openbare ambtenaren yang diterjemahkan sebagai pejabat umum 

diartikan sebagai pejabat yang diserahi tugas untuk membuat akta otentik 

yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan 

kepada Notaris. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Notaris 

dikualifikasikan sebagai pejabat umum, tapi kualifikasi Notaris 

 Peraturan hukum sebagaimana tersebut di atas yang mengatur 

keberadaan Notaris tidak memberikan batasan atau definisi mengenai pejabat 

umum, karena sekarang ini yang diberi kualifikasi sebagai pejabat umum 

bukan hanya Notaris saja, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat 

                                                           
 51Lihat di dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
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Lelang juga diberi kualifikasi sebagai pejabat umum. Dengan demikian 

pejabat umum merupakan suatu jabatan yang disandang atau diberikan 

kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan 

akta otentik, dan Notaris sebagai pejabat umum kepadanya diberikan 

kewenangan untuk membuat akta otentik. 

 Notaris sudah pasti pejabat umum, tapi pejabat umum belum tentu 

Notaris, karena pejabat umum dapat disandang pula oleh Pejabat Pembuat 

Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang.52 Sehingga dapat dipahami bahwa 

Notaris adalah pejabat umum yang secara khusus diberikan wewenang oleh 

undang-undang untuk membuat suatu alat bukti yang otentik (mempunyai 

kekuatan pembuktian yang sempurna). 

 

3. Hak dan Kewajiban Notaris 

 Notaris sebagai pejabat umum dalam pengangkatannya didahului 

dengan mengucapkan sumpah jabatan berdasarkan agama masing-masing, 

untuk menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Notaris sesuai dengan 

amanah. Sumpah yang disebutkan mengandung dua tanggung jawab, yang 

pertama bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena sumpah 

yang diucapkan berdasarkan agama masing-masing dan yang kedua 

bertanggung jawab kepada negara dan masyarakat, karena negara telah 

memberikan kewenangan kepada Notaris dalam menjalankan sebagian tugas 

                                                           
 52Habib Adjie, Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia, Cetakan Pertama (Bandung: 

CV. Mandar Maju, 2009), hlm. 20. 
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Negara dalam bidang hukum perdata yaitu, dalam pembuatan alat bukti 

otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan kepada 

masyarakat karena masyarakat mempercayakan kepada Notaris untuk 

mengkonstantir maksud kehendaknya ke dalam bentuk akta dan percaya 

bahwa Notaris dapat menyimpan atau merahasiakan segala keterangan yang 

diberikan di hadapan Notaris. Bahwa kehadiran Notaris untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat yang memerlukan bukti otentik. Oleh karena itu 

pelayanan kepada masyarakat wajib diutamakan sesuai dengan UUJN, tapi 

dalam keadaan tertentu dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan 

alasan-alasan tertentu. 

 Adapun kewajiban Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya 

ialah sebagai berikut:53 

1. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan 

menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan 

hukum; 

2. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya 

sebagai bagian dari Protokol Notaris; 

3. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada 

Minuta Akta; 

4. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta 

berdasarkan Minuta Akta; 

5. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam 

Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya; 

6. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya 

dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta 

sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang 

menentukan lain; 

7. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi 

buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan 

jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta 

tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat 

                                                           
 53Lihat di dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 



 
 

40 
 

jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada 

sampul setiap buku; 

8. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau 

tidak diterimanya surat berharga; 

9. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut 

urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan; 

10. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i 

atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar 

wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada 

minggu pertama setiap bulan berikutnya; 

11. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat 

pada setiap akhir bulan; 

12. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara 

Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya 

dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang 

bersangkutan; 

13. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh 

paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi 

khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan 

ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan 

Notaris;  

14. Menerima magang calon Notaris. 

 

 Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh 

Notaris, yang jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran 

tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris. Kewajiban Notaris yang 

tercantum di atas yang jika dilanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana 

tersebut dalam Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris, “Tindakan 

pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, 

Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang 

mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai 

akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat 
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menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut 

penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris”.54 

 Selain sanksi perdata (ganti rugi) maupun sanksi pidana, Notaris 

juga dapat diberikan sanksi administratif terhadap segala tindakan dalam 

menjalankan tugas jabatannya sebagai seorang pejabat umum. Adapun sanksi 

administratif terhadap Notaris diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Kode 

Etik Ikatan Notaris Indonesia. Secara garis besar sanksi administratif dapat 

dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:55 

a. Sanksi Reparatif  

 Sanksi ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum. 

 Dapat berupa penghentian perbuatan terlarang, kewajiban perubahan 

 sikap/tindakan sehingga tercapai keadaan semula yang ditentukan, 

 tindakan memperbaiki sesuatu yang berlawanan dengan aturan. 

 Contohnya paksaan untuk berbuat sesuatu untuk pemerintah dan 

 pembayaran uang paksa yang ditentukan sebagai hukuman. 

b. Sanksi Punitif 

 Sanksi yang bersifat menghukum, merupakan beban tambahan, sanksi 

hukuman tergolong dalam pembalasan, dan tindakan preventif yang 

menimbulkan ketakutan kepada pelanggar yang sama atau mungkin untuk 

pelanggar-pelanggar lainnya. Contohnya pembayaran denda kepada 

pemerintah dan teguran keras. 

                                                           
54Lihat di dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 
55J.B.J.M Ten Berge, Besturen Door de Overheid (Deventer: Tjeenk Willink, 1996), hlm. 

390-391. 



 
 

42 
 

c. Sanksi Regresif 

 Sanksi sebagai reaksi atas suatu ketidaktaatan, dicabutnya hak atas sesuatu 

yang diputuskan menurut hukum, seolah-olah dikembalikan kepada 

keadaan hukum yang sebenarnya sebelum keputusan diambil. Contohnya 

pencabutan, perubahan, atau penangguhan suatu keputusan. 

 

4. Reposisi Notaris dari Pejabat Umum ke Pejabat Publik 

  Dalam Wet op het Notarisambt yang mulai berlaku tanggal 3 April 

199956, Pasal 1 huruf a disebutkan bahwa “Notaris: de ambtenaar”, Notaris 

tidak lagi disebut sebagai Openbaar Ambtenaar, sebagaimana tercantum 

dalam Pasal 1 Wet op het Notarisambt yang lama (diundangkan Juli 1842, Stb 

20). Tidak dirumuskan lagi Notaris sebagai pejabat umum atau bukan, dan 

perlu diperhatikan bahwa istilah Openbaar Ambtenaar dalam konteks ini 

tidak bermakna umum, tetapi bermakna publik.57 

  Ambt pada dasarnya adalah jabatan publik. Dengan demikian jabatan 

Notaris adalah jabatan publik tanpa perlu atribut Openbaar.58 Penjelasan 

Pasal 1 huruf a tersebut di atas bahwa penggunaan istilah-istilah Notaris 

sebagai Openbaar Ambtenaar sebagai tautologie.59 

                                                           
56https://wetten.overheid.nl/BWBR0010388/2020-01-01, Akses 5 Desember 2020. 
57Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum (Yogyakarta: Gadjah 

Mada University Press, 2005), hlm. 80 
58Ibid. 

 59Tautologieadalah deretan atau urutan kata yang memiliki pengertian yang hampir sama. 

Dikutip dalam S. Wojowasito, Kamus Umum Belanda-Indonesia (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 

1990), hlm. 80. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0010388/2020-01-01
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  Jika ketentuan dalam Wet op het Notarisambt tersebut di atas 

dijadikan rujukan untuk memberikan pengertian yang sama terhadap 

ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang 

menyebutkan Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat 

akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 

ayat (2) dan (3) UUJN. Maka Pejabat Umum yang dimaksud dalam Pasal 1 

angka 1 UUJN harus dibaca sebagai Pejabat Publik atau Notaris sebagai 

Pejabat Publik yang berwenang untuk membuat akta otentik (Pasal 15 ayat 

[1] UUJN) dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 

ayat (2) dan (3) UUJN dan untuk melayani kepentingan masyarakat.60 

  Notaris sebagai pejabat publik dalam pengertian mempunyai 

wewenang dengan pengecualian. Dengan mengkategorikan Notaris sebagai 

pejabat publik, dalam hal ini publik yang bermakna umum, bukan publik 

sebagai khalayak umum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama 

dengan pejabat publik dalam bidang pemerintah yang dikategorikan sebagai 

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini dapat dibedakan dari produk 

masing-masing pejabat publik tersebut. 

  Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta otentik, 

yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum 

pembuktian. Akta tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha 

                                                           
60Habib Adjie, Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris, Cetakan Pertama (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), hlm. 50. 



 
 

44 
 

Negara yang bersifat konkret, individual, dan final61 serta tidak menimbulkan 

akibat hukum perdata bagi seseorang atau badan hukum perdata, karena akta 

merupakan formulasi keinginan atau kehendak (wilsvorming) para pihak 

yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris. 

  Sengketa dalam bidang perdata diperiksa di pengadilan umum 

(negeri). Pejabat publik dalam bidang pemerintahan produknya yaitu Surat 

Keputusan atau Ketetapan yang terikat dalam ketentuan Hukum Administrasi 

Negara yang memenuhi syarat sebagai penetapan tertulis yang bersifat 

individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau 

badan hukum perdata, dan sengketa dalam Hukum Administarasi diperiksa di 

Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

Notaris sebagai Pejabat Publik yang bukan Pejabat atau Badan Tata Usaha 

Negara. 

  

B. Tugas Kewenangan, dan Larangan Notaris dalam Pembuatan Akta 

 1. Tugas Notaris 

   Notaris adalah suatu profesi kepercayaan dan berlainan dengan 

profesi pengacara, dimana Notaris dalam menjalankan kewajibannya tidak 

memihak. Oleh karena itu dalam jabatannya kepada yang bersangkutan 

dipercaya untuk membuat alat bukti yang mempunyai kekuatan otentik.71 

Lembaga Notaris timbul karena adanya kebutuhan masyarakat di dalam 

                                                           
61Lihat di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan 

Tata Usaha Negara. 
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mengatur pergaulan hidup sesama individu yang membutuhkan suatu alat 

bukti mengenai hubungan keperdataan mereka. Oleh karenanya kekuasaan 

umum berdasarkan perundang-undangan memberikan tugas kepada yang 

bersangkutan oleh para pihak yang melakukan yang mempunyai kekuatan 

otentik. 

   Pasal 1 angka 1 UUJN menjelaskan bahwa Notaris adalah pejabat 

umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki 

kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau 

berdasarkan undang-undang lainnya. Pasal 15 ayat (1) UUJN, dijelaskan 

yaitu, “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan 

perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang- 

undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk 

dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, 

menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu 

sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan oleh undang- 

undang." 

   Pasal 1 angka 7 UUJN menjelaskan bahwa akta Notaris yang 

selanjutnya disebut akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan 

Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang 

ini. Akta otentik menurut Pasal 1868 KUHPerdata yaitu, “suatu akta otentik 

ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang di tentukan oleh undang-undang, 

dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu 

ditempat dimana akta dibuatnya.” 
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   Kode Etik Notaris Tahun 2015 pada Pasal 1 angka 4 menjelaskan 

bahwa Notaris adalah setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas 

jabatan sebagai pejabat umum, sebagaimana yang dimaksud dan dijelaskan 

di dalam UUJN. Maka yang dimaksud dengan pejabat umum dalam sistem 

hukum di negara Republik Indonesia satu-satunya adalah orang yang 

menjabat sebagai Notaris. Dengan demikian yang dinamakan Notaris, juga 

termasuk semua pegawai yang ditugaskan oleh pemerintah untuk melakukan 

segala pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan Notaris. 

   Notaris adalah pejabat umum yang independent (mandiri), berhak 

mengatur, menentukan kantor, baik berupa letak maupun bentuk gedung dan 

karyawan dari jumlah maupun gaji, tidak tergantung kepada pejabat maupun 

lembaga lain. Bila ada istilah “publik” dalam jabatan Notaris, maka publik 

disini mempunyai arti pejabat ini melayani masyarakat umum dalam hal 

pembuatan beragam atau banyak macam dari akta otentik yang berhubungan 

dengan bidang hukum keperdataan dan kewenangan ini belum dilimpahkan 

kepada pejabat lain serta diminta oleh masyarakat umum yang membutuhkan 

atau berkepentingan agar perbuatan hukum mereka dinyatakan dalam bentuk 

akta otentik dan undang-undang mengharuskan dalam bentuk akta otentik 

yang kewenangannya ada pada Notaris. 

   Mengenai uraian pasal-pasal yang masih berlaku tersebut, maka 

dapat disimpulkan pejabat yang dimaksud KUHPerdata Pasal 1868 satu-

satunya adalah Notaris, walaupun Pasal 1868 hanya menerangkan apa yang 

dinamakan “akta otentik”, akan tetapi tidak menerangkan apa itu “pegawai 
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umum”, juga tidak diterangkan tempat dimana dia berhak atau batas 

kewenangannya sedemikian, sampai dimana batas-batas haknya dan 

bagaimana bentuk menurut hukum yang dimaksud. Pasal 1868 KUHPerdata 

berhubungan dengan Pasal 1 ayat (1 dan 7) UUJN, serta Pasal 15 ayat (1) 

UUJN dapat disimpulkan bahwa pegawai umum adalah pejabat umum dan 

akta otentik tersebut merupakan akta Notaris tersebut. 

Untuk kepentingan pelaksanaan tugas jabatan Notaris dikenal 

beberapa asas. Asas-asas tersebut ialah sebagai berikut:62 

1.  Asas Persamaan 

 Pada awal kehadiran Notaris di Indonesia, sekitar tahun 1620 

dengan kewenangan yang terbatas dan hanya untuk melayani golongan 

penduduk tertentu atau melayani mereka yang bertransaksi dengan pihak 

Vereenigde Oost Ind. Compagnie (VOC) dan pada masa pemerintahan 

Hindia-Belanda, Notaris pernah diberi kewenangan membuat akta 

peralihan untuk bidang tanah yang tunduk kepada ketentuan-ketentuan 

BW, untuk tanah-tanah yang terdaftar dan untuk peralihan haknya harus 

dilakukan dan didaftar pada pejabat-pejabat yang disebut Pejabat-pejabat 

Balik Nama (Overschrijving-ambtenaren). 

 Perkembangan zaman, institusi Notaris telah menjadi bagian dari 

masyarakat Indonesia dan dengan lahirnya UUJN semakin meneguhkan 

institusi Notaris. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak 

membeda-bedakan satu dengan yang lainnya berdasarkan keadaan sosial-

                                                           
62Habib Adjie, Hukum Notaris... Op.Cit., hlm. 33-38.  
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ekonomi atau alasan lainnya. Alasan-alasan seperti ini tidak dibenarkan 

untuk dilakukan oleh Notaris dalam melayani masyarakat, hanya alasan 

hukum yang dapat dijadikan dasar bahwa Notaris dapat tidak memberikan 

jasa kepada yang menghadap Notaris. Bahkan dalam keadaan tertentu 

Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara 

cuma-cuma kepada yang tidak mampu.63 

2.  Asas Kepercayaan 

 Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus 

selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan Notaris sebagai 

orang yang dapat dipercaya. Notaris sebagai jabatan kepercayaan tidak 

berarti apa-apa, jika ternyata mereka menjalankan tugas jabatan sebagai 

Notaris sebagai orang yang tidak dapat dipercaya, sehingga hal tersebut, 

antara jabatan Notaris dan pejabatnya (yang menjalankan tugas jabatan 

Notaris) harus sejalan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat 

dipisahkan. 

 Salah satu bentuk dari Notaris sebagai jabatan kepercayaan, maka 

Notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu 

mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna 

pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-

undang menentukan lain.64 Berkaitan hal tersebut, merupakan 

                                                           
63Lihat di dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 
64Lihat di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 
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kelengkapan pada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai 

kewajiban ingkar (Verschoningsplicht) Notaris. 

 Pelaksanaan Jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan dimulai 

ketika calon Notaris disumpah atau mengucapkan janji (berdasarkan 

agama masing-masing) sebagai Notaris. Sumpah atau janji sebagai Notaris 

mengandung makna yang sangat dalam yang harus dijalankan dan 

mengikat selama menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris. 

3.  Asas Kepastian Hukum 

  Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman 

secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala 

tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. 

Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan 

kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh 

Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika 

terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman para pihak. 

4.  Asas Kecermatan 

  Notaris dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan 

didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Meneliti semua bukti yang 

diperlihatkan kepada Notaris dan mendengarkan keterangan atau 

pernyataan para pihak wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk 

dituangkan dalam akta. Asas kecermatan ini merupakan penerapan dari 

Pasal 16 ayat (1) huruf a, antara lain dalam menjalankan tugas jabatannya 

wajib bertindak seksama. 
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5.  Asas Pemberian Alasan 

 Setiap akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris harus 

mempunyai alasan dan fakta yang mendukung untuk akta yang 

bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada 

para pihak/penghadap. 

 6.  Asas Larangan Penyalahgunaan Wewenang 

  Pasal 15 UUJN merupakan batas kewenangan Notaris dalam 

menjalankan tugas jabatannya. Penyalahgunaan wewenang yaitu suatu 

tindakan yang dilakukan oleh Notaris di luar wewenang yang telah 

ditentukan. Jika Notaris membuat suatu di luar wewenang yang telah 

ditentukan, maka tindakan Notaris dapat disebut sebagai tindakan 

penyalahgunaan wewenang. Jika tindakan seperti merugikan para pihak, 

maka para pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut Notaris yang 

bersangkutan dengan kualifikasi sebagai suatu tindakan hukum yang 

merugikan para pihak. Para pihak yang menderita kerugian untuk 

menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. 

7.  Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang 

 Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat menentukan, 

tindakan para pihak dapat dituangkan dalam bentuk akta Notaris atau 

tidak. Sebelum sampai pada keputusan seperti itu, Notaris harus 

mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan 

kepada Notaris. Dalam hal ini Notaris mempunyai peranan untuk 

menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak, 
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dan keputusan yang diambil harus didasarkan pada alasan hukum yang 

harus dijelaskan kepada para pihak. 

8. Asas Proporsionalitas 

  Pasal 16 ayat (1) huruf a, mengatur bahwa Notaris dalam 

menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak menjaga kepentingan para 

pihak yang terkait dalam perbuatan hukum atau dalam menjalankan tugas 

jabatan Notaris, wajib mengutamakan adanya keseimbangan antara hak 

dan kewajiban para pihak yang menghadap Notaris. Notaris dituntut untuk 

senantiasa mendengar dan mempertimbangkan keinginan para pihak agar 

tindakannya dituangkan dalam akta Notaris, sehingga kepentingan para 

pihak terjaga secara proporsional yang kemudian dituangkan ke dalam 

bentuk akta Notaris. 

9. Asas Profesionalitas 

  Pasal 16 ayat (1) huruf d mengatur bahwa Notaris wajib 

memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, kecuali ada 

alasan menolaknya. Asas ini mengutamakan keahlian (keilmuan) Notaris 

dalam menjalankan tugas jabatannya, berdasarkan UUJN dan Kode Etik 

Jabatan Notaris. Tindakan profesional Notaris dalam menjalankan tugas 

jabatannya diwujudkan dalam melayani masyarakat dan akta yang dibuat 

di hadapan atau oleh Notaris. 

10. Asas Praduga Sah 

    Asas ini merupakan agar setiap tindakan pemerintah (pejabat 

publik) selalu dianggap rechtmatig sampai ada pembatalannya atau lebih 
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dikenal dengan presumptio lustae causa, yang maksudnya keputusan tata 

negara harus dianggap sah selama belum dibuktikan sebaliknya, sehingga 

pada prinsipnya harus selalu dapat segera dilaksanakan.65 

  

2. Kewenangan Notaris 

 Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan 

hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang 

membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, 

peristiwa, atau perbuatan hukum.66 Dengan dasar ini dapat dipahami bahwa 

kehadiran Notaris sudah tentu mempunyai kewenangan dalam hal pembuatan 

alat bukti tertulis yang bersifat otentik.  

 Wewenang Notaris dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan 

(3) Undang-Undang Jabatan Notaris:67 

(1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua 

perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh 

peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh 

yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, 

menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, 

memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu 

sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau 

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang 

ditetapkan oleh undang-undang. 

(2)  Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Notaris berwenang pula: 

                                                           
65Paulus Efendi Lotulung, Perbandingan Hukum Administrasi dan Sistem Peradilan 

Administrasi, Cetakan Kedua (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 118. 
66Secara substantif akta Notaris dapat berupa: (1) suatu keadaan, peristiwa, atau perbuatan 

hukum yang dikehendaki oleh para pihak agar dituangkan dalam bentuk akta otentik untuk dijadikan 

sebagai alat bukti, (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa tindakan hukum tertentu 

wajib menggunakan atau dibuat dalam bentuk akta otentik. 
67Lihatdi dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 
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 a.  mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian 

tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku 

khusus; 

b.  membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam 

buku khusus; 

c.  membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan 

yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan 

dalam surat yang bersangkutan; 

d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat 

aslinya; 

e.  memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan 

pembuatan akta; 

f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau 

g. membuat akta risalah lelang. 

 (3)  Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur 

dalam peraturan perundang-undangan.” 

 

 Kewenangan Notaris yang dilakukan dalam hal menjalankan 

jabatannya sebagai Notaris dalam membuat akta otentik merupakan 

kewenangan yang diperoleh secara atribusi yang secara normatif diatur 

melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Standar 

wewenang yang dimaksud adalah kewenangan Notaris dalam melakukan 

perbuatan-perbuatan hukum dalam membentuk suatu alat bukti yang 

sempurna. 

 Kewenangan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan undang-

undang yang berlaku. Pelanggaran atas kewenangan yang telah diberikan 

oleh undang-undang tersebut menimbulkan akibat pertanggung jawaban 

hukum. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut, 

Notaris sebagai pejabat umum memperoleh wewenang secara atribusi, karena 

wewenang tersebut diciptakan dan diperoleh berdasarkan Undang-Undang 
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Jabatan Notaris. Jadi wewenang yang diperoleh Notaris bukan berasal dari 

lembaga lain misalnya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.68 

 

3. Larangan Notaris 

 Adapun larangan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya ialah 

sebagai berikut:69 

 (1)  Notaris dilarang: 

 a.  menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya; 

 b.  meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari 

kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah; 

  c. merangkap sebagai pegawai negeri; 

 d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara; 

 e.  merangkap jabatan sebagai advokat; 

 f.  merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan 

usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan 

usaha swasta; 

 g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah 

dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan 

Notaris; 

 h.  menjadi Notaris Pengganti; atau 

i.  melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma 

agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi 

kehormatan dan martabat jabatan Notaris. 

 

 Larangan Notaris merupakan suatu tindakan yang dilarang 

dilakukan oleh Notaris, jika larangan ini dilanggar oleh Notaris maka kepada 

Notaris yang melanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam 

Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan, “Pelanggaran 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, 

Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, 

                                                           
68Habib Adjie, Hukum Notaris... Op. cit., hlm. 78. 
69Lihat di dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 
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Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, 

Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, 

Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, 

Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa: 

a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pemberhentian sementara; d. 

pemberhentian dengan hormat; atau  e. pemberhentian dengan tidak 

hormat.”70 

 

C. Tanggung Jawab Notaris  

1. Pengertian dan Batas-Batas Tanggung Jawab Notaris 

 Pengertian tanggung jawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga 

berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala 

sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Adapun 

tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah 

laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. 

Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan 

kewajiban. Tanggung jawab bersifat kodrati, yang artinya tanggung jawab 

itu sudah menjadi bagian kehidupan manusia bahwa setiap manusia dan 

yang pasti masing-masing orang akan memikul suatu tanggung jawabnya 

sendiri-sendiri. 

                                                           
70Lihat di dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 
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 Apabila seseorang tidak mau bertanggung jawab, maka tentu ada 

pihak lain yang memaksa untuk tindakan tanggung jawab tersebut. 

Tanggung jawab adalah ciri manusia beradab (berbudaya). Manusia merasa 

bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk 

perbuatannya itu dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan 

pengabdian atau pengorbanannya. Agar dapat memperoleh atau 

meningkatkan kesadaran bertanggung jawab perlu ditempuh usaha melalui 

pendidikan, penyuluhan, keteladanan dan takwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa. Tujuan manusia berjuang itu untuk memenuhi keperluannya sendiri 

atau untuk keperluan pihak lain. Untuk itu ia menghadapi manusia lain 

dalam masyarakat atau menghadapi lingkungan alam. Dalam usahanya itu 

manusia juga menyadari bahwa ada kekuatan lain yang ikut menentukan, 

yaitu kekuasaan Tuhan. 

 Terkait pelaksanakan tugas jabatannya, seorang Notaris 

mempunyai tanggung jawab terhadap jabatannya dan memiliki keharusan 

untuk bertanggung jawab kepada kliennya dan bertanggung jawab atas 

semua tindakannya. Tanggung jawab adalah keharusan kepada seseorang 

untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah diwajibkan 

kepadanya. Tanggung jawab dipikul oleh pribadi yang mampu bertindak 

secara moral. Objek tanggung jawab adalah tindakan yang sungguh-

sungguh manusiawi bertolak dari bagian manusia yang bertindak melalui 
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kehendak bebas.71 

  Suatu tanggung jawab merupakan salah satu etika yang harus 

ditaati bagi orang yang mempunyai profesi tertentu. Bertanggung jawab 

bagi seseorang yang memiliki profesi tertentu, dapat dirumuskan antara lain: 

a) Bertanggung jawab terhadap dunia profesi yang dimilikinya dan mentaati 

kode etik yang berlaku dalam profesi yang bersangkutan. 

b) Bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukannya sesuai dengan 

tuntunan pengabdian profesinya. 

c) Bertanggung jawab atas hasil profesi yang dilaksanakannya. 

d) Bertanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat 

dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

e) Dalam keadaan apapun berani mengambil risiko untuk 

menegakkan kebenaran yang berhubungan dengan profesinya, 

secara bertanggung jawab dia harus berani berucap, bertindak dan 

berani mengemukakan sesuatu yang sesuai dengan kebenaran 

tuntutan profesi yang diyakininya. 

f) Secara sadar selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas yang 

berhubungan dengan tuntutan profesinya, sesuai dengan 

dinamika dan tuntutan zaman serta keadaan yang semakin 

berkembang pada tiap saat.72 

                                                           
71Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer (Bandung: Citra 

Aditya Bakti, 2002), hlm. 16. 

 
72Hans Kelsen, General Theory of Law and State, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien 

(Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 10. 
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 Menurut Abdul Ghofur Anshori, Notaris dalam menjalankan tugas 

dan jabatannya memiliki tanggung jawab dalam dua arah, yaitu: 

1. Notaris sebagai profesi diharapkan bertanggung jawab terhadap 

pekerjaan yang dilakukan dan terhadap hasilnya. Jadi diharapkan agar 

Notaris dapat bekerja sebaik mungkin dan menghasilkan sesuatu yang 

kualitasnya baik. Dengan kata lain menjalankan sebuah profesi 

mengandung tuntutan agar hasilnya bermutu. Mutu mempunyai beberapa 

segi. Notaris harus mengusahakan agar Notaris tersebut menguasai tugas 

dengan sebaik-baiknya, agar Notaris kompeten. Notaris harus terus 

menerus meningkatkan penguasaan atas profesi yang dijalankan. Cara 

bekerja harus efektif dan efisien. Hasil pekerjaan harus sekurang-

kurangnya sesuai dengan yang diharapkan oleh klien, tetapi harus 

diusahakan agar lebih baik lagi. 

2. Notaris harus bertanggung jawab terhadap dampak pekerjaan pada 

kehidupan orang lain. Di sini yang perlu diperhatikan adalah antara lain, 

dampak pelaksanaan profesi pada kepentingan klien serta dampak 

terhadap kepentingan regional, nasional dan kepentingan negara. 

Semuanya perlu diperhatikan.73 

 

2. Tanggung Jawab Sosial Notaris 

Tanggung jawab Notaris tidak hanya untuk diri sendiri dan rekan 

seprofesinya, akan tetapi terhadap klien dan masyarakat yang membutuhkan 

                                                           
 73Abdul Ghofur Anshori,op,cit., hlm. 61. 
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jasa-jasanya. Bertanggung jawab kepada masyarakat artinya kesediaan 

memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesinya, tanpa 

membedakan pelayanan bayaran dan pelayanan cuma-cuma serta 

menghasilkan pelayanan bermutu yang berdampak positif bagi masyarakat. 

Bertanggung jawab juga berarti menanggung risiko yang timbul akibat 

pelayanan itu. Kelalaian menjalankan profesi menimbulkan dampak yang 

membahayakan atau merugikan diri sendiri, orang lain dan berdosa kepada 

Tuhan.74 

Ketentuan UUJN, terdapat suatu tanggung jawab yang secara 

filosofis dapat dianggap sebagai suatu bentuk tanggung jawab sosial Notaris 

terhadap masyarakat umum. Notaris diwajibkan untuk memberikan jasa 

hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak 

mampu. Amanat dari UUJN ini harus dapat dimaknai oleh Notaris yang 

menjalankan tugas jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab secara sosial 

kepada masyarakat. 

Dalam praktiknya, suatu hubungan Notaris dengan klien harus 

berlandaskan pada: 

a. Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan 

jasanya dengan sebaik-baiknya. 

b. Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran 

hukum yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadari hak dan 

                                                           
74Sjaifurachman, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta 

(Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 173. 
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kewajibannya. 

c. Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang 

kurang mampu. Hal ini harus dipahami, bahwa seorang Notaris dalam 

menjalankan jabatannya harus dilandasi oleh tanggung jawab dan moral, 

sehingga diharapkan Notaris tersebut akan dapat menjalankan tugas 

jabatannya sebagaimana yang diatur oleh undang-undang dan yang 

dituntut dari seorang Notaris oleh hukum dan kepentingan masyarakat. 

 

3. Tanggung Jawab Hukum Notaris 

a.  Notaris Dalam Ruang Lingkup Hukum Pidana 

Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab 

perdata atas kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat oleh Notaris 

adalah konstruksi perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata). 

Apa yang disebut dengan perbuatan melawan hukum memiliki sifat aktif 

maupun pasif. Aktif dalam artian melakukan suatu perbuatan yang 

menimbulkan kerugian pada pihak lain, jadi sengaja melakukan gerakan, 

maka dengan demikian perbuatan melawan hukum merupakan suatu 

perbuatan yang aktif. Pasif dalam artian tidak melakukan suatu perbuatan 

namun sesungguhnya perbuatan tersebut merupakan kewajiban baginya 

atau dengan tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, suatu yang 

merupakan keharusan maka pihak lain dapat menderita suatu kerugian.75 

                                                           
 75AnkeDwiSaputra,JatiDiriNotarisIndonesiaDulu,Sekarang,dandiMasaDatang (Jakarta: 

Gramedia Pustaka, 2009), hlm. 40. 
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Unsur dari perbuatan melawan hukum ini meliputi adanya suatu 

perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang 

ditimbulkan. Sebagaimana perkembangan lembaga perbuatan melawan 

hukum kontemporer, maka apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan 

hukum adalah perbuatan melawan hukum dalam arti luas. 

Secara lebih rinci perbuatan melawan hukum dalam arti luas 

adalah apabila perbuatan tersebut: 

a. Melanggar hak orang lain; 

b. Bertentangan dengan kewajiban hokum pelaku; 

c. Bertentangan dengan kesusilaan; 

d. Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri 

dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari.76 

Penjelasan UUJN menunjukkan bahwa Notaris hanya sekedar 

bertanggung jawab terhadap formalitas dari suatu akta otentik dan tidak 

terhadap materi akta otentik tersebut. Hal ini mewajibkan Notaris untuk 

bersikap netral dan tidak memihak serta memberikan semacam nasehat 

hukum bagi klien yang meminta petunjuk hukum pada Notaris yang 

bersangkutan. 

Sejalan dengan hal tersebut, maka Notaris dapat 

dipertanggungjawabkan atas kebenaran materiil suatu akta apabila nasehat 

hukum yang diberikannya ternyata dikemudian hari merupakan suatu yang 

keliru. Melalui konstruksi penjelasan UUJN tersebut dapat ditarik 

                                                           
76Ibid. 
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kesimpulan bahwa Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas 

kebenaran materiil suatu akta yang dibuatnya bila ternyata Notaris tersebut 

tidak memberikan akses mengenai suatu hukum tertentu yang berkaitan 

dengan akta yang dibuatnya sehingga salah satu pihak merasa tertipu atas 

ketidaktahuannya. 

Notaris disarankan untuk memberikan informasi hukum yang 

penting yang selayaknya diketahui klien sepanjang yang berurusan dengan 

masalah hukum. Lebih lanjut dijelaskan juga bahwa ada hal lain yang juga 

harus diperhatikan oleh Notaris, yaitu yang berkaitan dengan perlindungan 

hukum Notaris itu sendiri, dengan adanya ketidak hati-hatian dan 

kesungguhan yang dilakukan Notaris, sebenarnya Notaris telah membawa 

dirinya pada suatu perbuatan yang oleh undang-undang harus 

dipertanggungjawabkan. Jika suatu kesalahan yang dilakukan oleh Notaris 

dapat dibuktikan, maka Notaris dapat dikenakan sanksi berupa ancaman 

sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang. 

 

b.  Notaris Dalam Ruang Lingkup Hukum Perdata 

 Dalam ruang lingkup tugas pelaksanaan jabatan Notaris yaitu 

membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan 

hukum tertentu, dan Notaris membuat akta karena ada permintaan dari 

para pihak yang menghadap, tanpa ada permintaan dari para pihak, Notaris 

tidak akan membuat akta apapun, dan Notaris membuatkan akta yang 

dimaksud berdasarkan alat bukti atau keterangan atau pernyataan para 
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pihak yang dinyatakan atau diterangkan atau diperlihatkan kepada atau di 

hadapan Notaris, dan selanjutnya Notaris membingkainya secara lahiriah 

(kekuatan pembuktian keluar), formil dan materil dalam bentuk akta 

Notaris, dengan tetap berpijak pada aturan hukum atau tata cara atau 

prosedur pembuatan akta dan aturan hukum yang berkaitan dengan 

tindakan hukum yang bersangkutan yang dituangkan dalam akta.77 

 Peran Notaris dalam hal ini juga untuk memberikan nasehat 

hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ada, apapun nasehat hukum 

yang diberikan kepada para pihak dan kemudian dituangkan dalam akta 

yang bersangkutan tetap sebagai keinginan atau keterangan para pihak 

yang bersangkutan, tidak atau bukan sebagai keterangan atau pernyataan 

Notaris.78 

 Mengenai kaitan dengan ini tidak berarti Notaris bersih dari 

hukum atau tidak dapat dihukum. Notaris dapat dihukum secara pidana, 

bila dapat dibuktikan di pengadilan, bahwa secara sengaja Notaris 

bersama-sama dengan para pihak/penghadap untuk membuat akta dengan 

maksud dan tujuan menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja 

atau merugikan penghadap yang lain. Bila hal ini terbukti, maka Notaris 

tersebut wajib dihukum. Dalam UUJN diatur bahwa ketika Notaris dalam 

menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka 

Notaris dapat dikenakan atau dijatuhkan sanksi. Sanksi-sanksi tersebut 

                                                           
 77Habib Adjie, Hukum Notaris... Op. Cit., hlm. 22 

78Ibid. 
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telah sedemikian rupa, baik sebelumnya dalam PJN maupun sekarang 

dalam UUJN dan kode etik jabatan Notaris, yang tidak mengatur adanya 

sanksi pidana terhadap Notaris. Dalam praktik, ditemukan kenyataan 

bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan Notaris 

sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik 

jabatan Notaris, tapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu 

tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.79 

 Pengkualifikasian tersebut berkaitan dengan aspek-aspek seperti: 

a) kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap; 

b) pihak (siapa-siapa) yang menghadap Notaris; 

c) tanda tangan yang menghadap; 

d) salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta; 

e) salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta; dan 

f) minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi minuta akta 

dikeluarkan. 

 Batasan-batasan yang dijadikan dasar untuk memidanakan 

Notaris tersebut merupakan aspek formal dari akta Notaris, dan seharusnya 

berdasarkan UUJN. Jika Notaris terbukti melakukan pelanggaran dari 

aspek formal, maka dapat dijatuhkan sanksi perdata atau sanksi 

administrasi tergantung dari jenis pelanggarannya atau sanksi kode etik 

jabatan Notaris. Memidanakan Notaris berdasarkan aspek- aspek tersebut 

                                                           
79Habib Adjie,Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat 

Publik(Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 120. 
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tanpa melakukan penelitian atau pembuktian yang mendalam dengan 

mencari unsur kesalahan atau kesengajaan dari Notaris merupakan suatu 

tindakan tanpa dasar hukum yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

 

4. Tanggung Jawab Etis Notaris 

Setiap profesi memiliki kode etik yang merupakan suatu norma yang 

diterapkan dan diterima oleh seluruh anggota. Para pemegang profesi 

memiliki dua kewajiban yaitu keharusan untuk menjalankan profesi secara 

bertanggung jawab dan kewajiban untuk tidak melanggar hak-hak orang lain. 

Hal tersebut selaras dengan jabatan Notaris yang memiliki kode etik, 

berdasarkan perubahan kode etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris 

Indonesia yang dilaksanakan di Kota Banten pada Tanggal 29-30 Mei 2015. 

Pada Pasal 3 angka 4 kode etik Notaris diatur bahwa, Notaris selama 

menjalankan jabatan wajib berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, 

amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan 

perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris. 

Kaidah dalam Kode Etik Notaris telah ditetapkan beberapa kaidah- 

kaidah yang harus dipegang oleh Notaris diantaranya mengenai kepribadian 

Notaris, hal ini dijabarkan yaitu: 

a. Dalam melaksanakan tugasnya dijiwai dengan berlandaskan pancasila, 

sadar dan taat kepada hukum peraturan jabatan Notaris, sumpah jabatan, 

kode etik Notaris dan berbahasa Indonesia yang baik. 

b. Memiliki perilaku professional dan ikut serta dalam pembangunan 
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nasional terutama sekali dalam bidang hukum. 

c. Berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan 

Notaris, baik di dalam maupun diluar tugasnya. 

 

D. Tinjauan tentang Akta Otentik dan Akta Notaris 

 1. Pengertian Akta Otentik 

  Pasal 1867 KUHPerdata disebutkan ada istilah akta otentik dan Pasal 

1868 KUHPerdata memberikan batasan secara unsur yang dimaksud dengan 

akta otentik yaitu: 

 a. Akta itu harus dibuat oleh (door) atau di hadapan (ten overstaan) seorang 

pejabat umum. 

 b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. 

 c. Pegawai umum (pejabat umum) oleh/atau di hadapan siapa akta itu dibuat, 

harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut. 

 Otentik atau authentiek80 dapat diartikan “bersifat umum, bersifat 

jabatan, memberi pembuktian yang sempurna (dari surat-surat); khususnya 

dalam kata authentieke akte. Para Notaris istimewa ditunjuk untuk membuat 

akta otentik baik atas permintaan atau atas perintah; akan tetapi juga beberapa 

pejabat negeri yang berhak membuatnya mengenai hal-hal yang berhubungan 

dengan tugas pekerjaannya.” 

                                                           
80N.E. Algra, H.R.W. Gokkel, dkk, Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae; Belanda-

Indonesia, Dalam Habib Adjie, Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris, Cetakan Ketiga 

(Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), hlm. 6. 
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 Satu syarat lagi yang harus ditambahkan yaitu akta otentik 

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, karena di dalam akta 

otentik tersebut di dalamnya telah termasuk semua unsur bukti: 

a. tulisan; 

b. saksi-saksi; 

c. persangkaan-persangkaan; 

d. pengakuan; 

e. sumpah. 

 Arti kata otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna 

dapat pula ditentukan bahwa siapa pun terikat dengan akta tersebut, sepanjang 

tidak bisa dibuktikan sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang 

mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa akta otentik merupakan sebutan 

yang diberikan kepada pejabat tertentu yang dikualifikasikan sebagai pejabat 

umum, seperti akta otentik tidak saja dapat dibuat oleh Notaris, misalnya juga 

oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)81, Pejabat Lelang, dan pegawai 

Kantor Catatan Sipil. 

 

2. Kekuatan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Tertulis 

  Alat bukti yang sah atau diterima dalam suatu perkara (perdata) pada 

dasarnya terdiri atas ucapan dalam bentuk keterangan saksi-saksi, pengakuan, 

                                                           
81Akta PPAT dapat dikategorikan sebagai akta otentik, meskipun sampai saat ini belum 

ada perintah undang-undang yang mengatur mengenai akta PPAT. Menurut Putusan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia, putusan tanggal 22 Maret 1972, nomor 937 K/Sip/1970, bahwa akta jual 

beli tanah yang dilaksanakan di hadapan PPAT dianggap sebagai bukti surat yang mempunyai 

kekuatan bukti yang sempurna. Dikutp dari, M. Ali Boediarto, Kompilasi Kaidah Hukum Putusan 

Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad (Jakarta: Swa Justitia, 2005), hlm. 146.  
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sumpah, dan tertulis dapat berupa tulisan-tulisan yang mempunyai nilai 

pembuktian. Dalam perkembangan alat bukti sekarang ini (untuk perkara 

pidana juga perdata) telah pula diterima alat bukti elektronik atau yang 

terekam atau yang disimpan secara elektronis sebagai alat bukti yang sah 

dalam persidangan pengadilan. 

  Akta Notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat 

mereka yang membuatnya. Oleh karena itu, syarat-syarat sahnya suatu 

perjanjian harus dipenuhi. Pasal 1320 BW yang mengatur tentang syarat 

sahnya perjanjian, ada syarat subjektif, yaitu syarat yang berkaitan dengan 

subjek yang mengadakan atau memuat perjanjian, yang terdiri atas kata 

sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan 

juga syarat objektif, yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri 

atau yang berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para 

pihak, yang terdiri atas suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang. 

  Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan 

Notaris yaitu membuat akta secara umum, dengan batasan sepanjang: 

 a) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-

undang. 

 b)  Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik 

mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan 

oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan. 

 c) Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan 

siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan. 
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 d) Berwenang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat, hal ini sesuai dengan 

tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris. 

 e) Mengenai waktu pembuatan akta, dalam hal ini Notaris harus menjamin 

kepastian waktu menghadap para penghadap yang tercantum dalam akta.
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      BAB III 

SANKSI PELANGGARAN PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS DAN 

PERILAKU NOTARIS SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK 

INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA 

PEMERIKSAAN MAJELIS PENGAWAS TERHADAP NOTARIS 

 

A. Keberadaan Majelis Pengawas Notaris dalam Pemberian Sanksi Bagi 

Notaris Pasca Terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara 

Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris 

  Lembaga pengawas jabatan dan profesi Notaris diwajibkan untuk dapat 

menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan secara optimal, demi menjamin 

terciptanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat 

sebagai pengguna jasa Notaris. Sehingga Notaris dalam melaksanakan tugas 

jabatannya wajib berpegang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang mengatur jabatan Notaris secara melekat, artinya segala hal yang 

disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris 

wajib diikuti. 

  Selain patuh dan taat terhadap UUJN, Notaris juga wajib mentaati dan 

patuh terhadap aturan-aturan yang tertuang dalam kode etik Notaris. Kode etik 

Notaris diharapkan dapat menuntun Notaris untuk dapat menjaga keluhuran dan 



 
 

71 
 

martabat jabatan Notaris. Kode etik Notaris ditetapkan oleh kongres dan 

merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan. 

  Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang 

terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih dari anggota biasa dan werda 

Notaris, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan, 

berkepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi 

anggota dan diangkat oleh kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa 

jabatan kepengurusan. Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan 

atas pelanggaran terhadap Kode Etik dan menjatuhkan sanksi kepada 

pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya dan bertugas untuk:82 

a. melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan 

anggota dalam menjunjung tinggi Kode Etik; 

b. memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran 

ketentuan Kode Etik yang bersifat internal atau yang tidak 

mempunyai kaitan atau hubungan dengan masyarakat secara 

langsung; 

c. memberikan saran dan pendapat kepada majelis pengawas atas 

dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris. 

 

 Pengawasan atas pelaksaanaan Kode Etik dilakukan dengan cara 

sebagai berikut: 

a. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia 

dan Dewan Kehormatan Daerah; 

b. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris 

Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah; 

c.  Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia 

dan Dewan Kehormatan Pusat. 

 

 

                                                           
 82Anonim, Himpunan Etika Profesi; Berbagai Kode Etik Asosiasi Indonesia (Yogyakarta: 

Yustisia, 2006), hlm. 123. 
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1.  Dewan Kehormatan Daerah 

 Untuk tingkat pertama Pengurus Daerah perkumpulan mempunyai 

Dewan Kehormatan Daerah pada setiap kepengurusan Pengurus Daerah 

Ikatan Notaris Indonesia. Dewan Kehormatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) 

orang anggota diantaranya, seorang ketua, seorang wakil ketua, dan seorang 

sekretaris. Seseorang yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan 

Kehormatan Daerah adalah anggota biasa yang telah menjabat sebagai 

Notaris sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan anggota biasa dari werda 

Notaris, yang senantiasa mentaati peraturan perkumpulan dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta 

mempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada perkumpulan Ikatan Notaris 

Indonesia di daerah. 

 Masa jabatan Dewan Kehormatan Daerah adalah sama dengan masa 

jabatan anggota Pengurus Daerah. Para anggota Dewan Kehormatan Daerah 

yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali. Seorang anggota 

Dewan Kehormatan Daerah tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus 

Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan 

Wilayah, dan Pengurus Daerah, jika selama masa jabatan karena sesuatu hal 

terjadi jumlah anggota Dewan kehormatan Daerah kurang dari jumlah yang 

ditetapkan, maka Dewan Kehormatan Daerah yang ada tetap sah walaupun 

jumlah anggotanya berkurang.   

 Dewan Kehormatan Daerah merupakan badan yang bersifat otonom 

di dalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk 
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memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta 

pentaatan Kode Etik oleh para anggota perkumpulan di daerah masing-

masing. 

 Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya, Dewan 

Kehormatan Daerah berwenang untuk:83 

a. Memberikan dan menyampaikan usul dan saran yang ada 

hubungannya dengan Kode Etik dan pembinaan rasa 

kebersamaan profesi (corpsgeest) kepada Pengurus Daerah; 

b. Memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun dengan lisan 

secara langsung kepada para anggota di daerah masing-masing 

yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang 

tidak sesuai dengan Kode Etik atau bertentangan dengan rasa 

kebersamaan profesi; 

c. Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus 

Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, 

Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat; 

d. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat melalui Dewan 

Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat untuk 

pemberhentian sementara (schorsing) anggota perkumpulan yang 

melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik. Dalam menjalankan 

tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan Daerah dapat 

mengadakan pertemuan dengan Pengurus Daerah, Pengurus 

Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat atau 

Dewan Kehormatan Pusat. 

 

 Dewan Kehormatan Daerah dapat mencari fakta pelanggaran atas 

prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari 

seseorang anggota perkumpulan atau orang lain dengan bukti-bukti yang 

meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap kode etik, setelah 

menemukan fakta-fakta pelanggaran kode etik atau setelah menerima 

pengaduan, wajib memanggil anggota yang bersangkutan untuk memastikan 

                                                           
 83Lihat di dalam Pasal 12 Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Kongres 

Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten 29-30 Mei 2015. 
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apakah betul telah terjadi pelanggaran dan memberikan kesempatan 

kepadanya untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Dari pertemuan 

tersebut dibuat risalah yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan 

dan ketua serta seorang anggota Dewan Kehormatan Daerah. Dewan 

Kehormatan Daerah diwajibkan untuk memberikan keputusan dalam waktu 

tiga puluh hari setelah pengaduan diajukan. 

 Terhadap keputusan Dewan Kehormatan Daerah dapat diadakan 

banding ke Dewan Kehormatan Wilayah. Namun, terhadap sanksi yang 

diberikan oleh Dewan Kehormatan Daerah, tidak semua dapat atau dilakukan 

tindakan banding, misalkan sanksi berupa teguran dan peringatan dianggap 

tidak perlu dilakukan tindakan banding. Dewan Kehormatan Daerah wajib 

memberitahukan tentang keputusannya itu kepada Pengurus Daerah, 

Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan 

Kehormatan Pusat. Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, 

anggota Dewan Kehormatan Daerah harus: 

a. Tetap manghormati dan menjunjung tinggi martabat yang bersangkutan;  

b. Selalu menjaga suasana kekeluargaan; 

c. Merahasiakan segala apa yang ditemukannya. 

 Jika keputusan Dewan Kehormatan Daerah ditolak oleh Dewan 

Kehormatan Wilayah, baik sebagian maupun seluruhnya maka Dewan 

Kehormatan Daerah diwajibkan untuk melaksanakan keputusan Dewan 

Kehormatan Wilayah dan memberitahukannya kepada anggota yang dan 

kepada Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat. 
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2.  Dewan Kehormatan Wilayah 

  Pada tingkat banding perkumpulan mempunyai Dewan Kehormatan 

Wilayah pada setiap kepengurusan Pengurus Wilayah Ikatan Notaris 

Indonesia. Dewan Kehormatan Wilayah terdiri dari 3 (tiga) anggota 

diantaranya seorang ketua, seorang wakil ketua, dan seorang sekretaris. 

Seseorang yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan 

Wilayah adalah anggota biasa yang telah menjabat sebagai Notaris sekurang-

kurangnya tujuh tahun dan anggota biasa (werda Notaris), yang senantiasa 

mentaati peraturan perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, berdedikasi tinggi, berjasa, dan loyal serta mempunyai rasa 

kepedulian yang tinggi kepada perkumpulan, kecuali untuk wilayah-wiiayah 

tertentu, konferensi wilayah dapat menentukan lain, terutama mengenai 

komposisi Notaris dan werda Notaris. 

 Masa jabatan Dewan Kehormatan Wilayah adalah sama dengan 

masa jabatan anggota Pengurus Wilayah. Para anggota Dewan Kehormatan 

Wilayah yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali. Seorang 

anggota Dewan Kehormatan Wilayah tidak boleh merangkap sebagai anggota 

Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus 

Daerah, Dewan Kehormatan Daerah, jika selama masa jabatan karena sesuatu 

hal terjadi jumlah anggota Dewan Kehormatan Wilayah kurang dari jumlah 

yang ditetapkan maka Dewan Kehormatan Wilayah yang ada tetap sah 

walaupun jumlah anggotanya berkurang. 
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 Dewan Kehormatan Wilayah merupakan badan yang bersifat 

otonom terhadap pengambilan keputusan. Dewan Kehormatan Wilayah 

mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dan 

melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaatan kode etik oleh 

para anggota perkumpulan di wilayah masing-masing. Dalam rangka 

menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan Wilayah 

berwenang untuk: 

a. Memberikan dan menyampaikan usul dan saran yang ada 

hubungannya dengan Kode Etik dan pembinaan rasa 

kebersamaan profesi (corpsgeest) kepada Pengurus Wilayah; 

b. Memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun dengan lisan 

secara langsung kepada para anggota di wilayah masing-masing 

yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang 

tidak sesuai dengan Kode Etik atau bertentangan dengan rasa 

kebersamaan profesi; 

c. Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus 

Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat; 

d. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat melalui Dewan 

Kehormatan Pusat untuk pemberhentian sementara (schorsing) 

dari anggota perkumpulan yang melakukan pelanggaran terhadap 

Kode Etik. 

 

 Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Dewan Kehormatan 

Wilayah dapat mengadakan pertemuan dengan Pengurus Wilayah, Pengurus 

Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Daerah atau Dewan Kehormatan 

Daerah. Dewan Kehormatan Wilayah dapat mencari fakta pelanggaran atas 

prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari seorang 

anggota perkumpulan atau orang lain dengan bukti-bukti yang meyakinkan 

bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik, setelah menemukan 

fakta-fakta pelanggaran kode etik atau setelah menerima pengaduan, wajib 

memanggil anggota yang bersangkutan untuk memastikan apakah betul telah 
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terjadi pelanggaran dan memberikan kesempatan kepadanya untuk 

memberikan penjelasan dan pembelaan. 

 Dari pertemuan tersebut dibuat risalah yang ditandatangani oleh 

anggota yang bersangkutan dan ketua serta seorang anggota Dewan 

Kehormatan Wilayah. Dewan Kehormatan Wilayah diwajibkan untuk 

memberikan keputusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pengaduan 

diajukan. Terhadap keputusan Dewan Kehormatan Wilayah dapat diadakan 

banding ke Dewan Kehormatan Pusat. Selanjutnya Dewan Kehormatan 

Wilayah wajib memberitahukan tentang keputusannya itu kepada Dewan 

Kehormatan Pusat, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan 

Dewan Kehormatan Daerah. 

 Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, anggota Dewan 

Kehormatan Wilayah harus: 

a. Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat anggota yang 

bersangkutan; 

b.  Selalu menjaga suasana kekeluargaan; 

c.  Merahasiakan segala apa yang ditemukannya. 

 Jika keputusan Dewan Kehormatan Wilayah ditolak oleh Dewan 

Kehormatan Pusat, baik sebagian maupun seluruhnya maka Dewan 

Kehormatan Wilayah diwajibkan untuk melaksanakan keputusan Dewan 

Kehormatan Pusat dan memberitahukannya kepada anggota yang 

bersangkutan dan kepada Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Pusat, 

Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah. 
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Berikutnya Dewan Kehormatan Wilayah, Dewan Kehormatan Pusat, Dewan 

Kehormatan Daerah, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus 

Daerah mengadakan pertemuan berkala, sedikitnya enam bulan sekali atau 

setiap kali dipandang perlu oleh Pengurus Pusat atau Dewan Kehormatan 

Pusat atau atas permintaan 2 (dua) Pengurus Wilayah berikut Dewan 

Kehormatan Wilayah atau atas permintaan 5 (lima) Pengurus Daerah berikut 

Dewan Kehormatan Daerah. 

 

3.  Dewan Kehormatan Pusat 

 Untuk tingkat terakhir kepengurusan perkumpulan mempunyai 

Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Pusat Ikatan Notaris Indonesia. 

Dewan Kehormatan Pusat terdiri dari 3 (tiga) orang; anggota, dengan susunan 

kepengurusan sebagai berikut: ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Seseorang 

yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan Pusat adalah 

anggota biasa yang telah menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya 

sepuluh tahun dan anggota biasa (werda Notaris), yang senantiasa mentaati 

peraturan perkumpulan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

berdedikasi tinggi, berjasa, dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang 

tinggi kepada perkumpulan yang dipilih oleh kongres. 

 Dewan Kehormatan Pusat bertanggung jawab pada kongres atas 

pelaksaanaan tugas dan kewajibannya, dengan masa jabatan yang sama 

dengan masa jabatan Pengurus Pusat. Para anggota Dewan Kehormatan Pusat 

yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali. Seorang anggota 
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Dewan Kehormatan Pusat tidak boleh merangkap anggota Pengurus Pusat, 

Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan 

Dewan Kehormatan Daerah, jika selama masa jabatan Dewan Kehormatan 

Pusat karena suatu hal terjadi jumlah anggota Dewan Kehormatan Pusat 

kurang dari jumlah yang ditetapkan, Maka Dewan Kehormatan Pusat yang 

ada tetap sah walaupun jumlah anggotanya berkurang. 

 Dewan Kehormatan Pusat merupakan badan yang bersifat otonom 

di dalam mengambil keputusan-keputusan. Dewan Kehormatan Pusat 

mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dan 

melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaatan kode etik oleh 

anggota perkumpulan. Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya 

Dewan Kehormatan Pusat berwenang untuk: 

a. Memberikan dan menyampaikan usul serta saran yang ada 

hubungan dengan Kode Etik dan pembinaan rasa kebersamaan 

profesi (corpsgeest) kepada Pengurus Pusat; 

b. Memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun dengan lisan 

secara langsung kepada para, anggota yang melakukan 

pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan 

Kode Etik atau bertentangan dengan rasa kebersamaan profesi; 

c. Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus 

Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, 

Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah; 

d. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat untuk melakukan 

pemberhentian sementara (schorsing) dari anggota perkumpulan 

yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik; 

e. Menolak atau menerima pengaduan atas pelanggaran Kode Etik. 

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Dewan 

Kehormatan Pusat dapat mengadakan pertemuan dengan 

Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan 

Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.  

 

 Dewan Kehormatan Pusat dapat mencari fakta pelanggaran atas 

prakarsa sendiri atau atas pengaduan secara tertulis dari anggota perkumpulan 
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atau orang lain dengan bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi 

pelanggaran terhadap kode etik, setelah menemukan fakta-fakta pelanggaran 

atau setelah menerima pengaduan, Dewan Kehormatan wajib memanggil 

anggota yang bersangkutan untuk memastikan apakah betul terjadi 

pelanggaran dan Dewan Kehormatan Pusat diwajibkan untuk 

memberitahukan tentang adanya pelanggaran tersebut kepada Pengurus 

Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan 

Kehormatan Daerah secara tertulis. 

 Berdasarkan pertemuan tersebut dibuat risalah yang ditandatangani 

oleh anggota yang bersangkutan dan ketua serta seorang anggota Dewan 

Kehormatan Wilayah. Dewan Kehormatan Pusat wajib memberikan 

keputusan dalam tingkat banding atas keputusan Dewan Kehormatan 

Wilayah yang diajukan banding kepadanya oleh anggota yang bersangkutan 

dalam waktu tiga puluh hari terhitung sejak diterimanya berkas permohonan, 

banding. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat dalam tingkat banding tidak 

dapat diganggu gugat. 

 Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, anggota Dewan 

Kehormatan Pusat harus: 

a. Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat anggota yang 

bersangkutan; 

b.  Selalu menjaga yang bersangkutan; 

c.  Merahasiakan segala apa yang ditemukannya. Dewan Kehormatan Pusat, 

Dewan Kehormatan Wilayah, Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus 
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Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah mengadakan pertemuan 

berkala, sedikitnya enam bulan sekali atau setiap kali dipandang perlu oleh 

Pengurus Pusat atau Dewan Kehormatan Pusat atau atas permintaan dua 

Pengurus Wilayah berikut Dewan Kehormatan Wilayah atau atas 

permintaan lima Pengurus Daerah berikut Dewan Kehormatan Daerah. 

  Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik, Dewan 

Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas berwenang melakukan 

pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi kepada 

pelanggarnya, sanksi yang dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris 

Indonesia (INI), yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa 

teguran, peringatan, schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan 

perkumpulan, onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan, 

pemberhentian dengan hormat hingga secara tidak hormat dari keanggotaan 

perkumpulan. Adapun penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas 

terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kwantitas 

dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut. 

 Posisi Dewan Kehormatan sangat strategis karena dipundaknya 

tersemat amanat untuk memastikan para Notaris memahami dan 

melaksanakan kode etik secara konsisten baik dan benar. Dewan Kehormatan 

juga ikut memberikan kontribusi kepada eksistensi, kehormatan, dan 

keluhuran profesi jabatan Notaris di tengah masyarakat. 

  Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan 
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Notaris dan juga sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Jabatan Notaris di 

Indonesia tahun 1860 nomor 3 (Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie), 

pengawasan dan penjatuhan sanksi dilakukan oleh pengadilan negeri yang pada 

waktu itu diatur dalam Pasal 50 Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie. 

  Seorang Notaris yang melakukan perbuatan dengan mengabaikan 

keluhuran martabat atau tugas jabatannya, melanggar peraturan umum atau 

melakukan kesalahan-kesalahan lain, baik di dalam maupun di luar lingkup 

jabatannya sebagai Notaris, hal itu akan dilaporkan kepada pengadilan negeri 

oleh penuntut umum yang di daerah hukumnya terletak tempat kedudukan 

Notaris itu. 

  Seiring perkembangan hukum Notariat, maka pengawasan oleh Notaris 

dilakukan oleh Mahkamah Agung dan peradilan umum sebagaimana tersebut 

dalam Pasal 32 dan 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang 

Pengadilan dalam Lingkup Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Kemudian 

dibuat pula Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

1984 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris, Keputusan Bersama 

Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor 

KMA/006/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan 

Pembelaan Diri Notaris, dan terakhir dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 
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tentang Mahkamah Agung. Lebih lanjut P. Nicolai berpendapat, tujuan 

pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan.84 

  Reformasi birokrasi setelah ada di lingkungan Mahkamah Agung dan 

berdasarkan aturan tersebut, maka Mahkamah Agung hanya mempunyai 

kewenangan dalam lingkup peradilan saja. Maka sejak diadakannya pembatasan 

terhadap kewenangan Mahkamah Agung tersebut, kemudian pengawasan 

terhadap Notaris yang semula diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2004 dicabut melalui Pasal 91 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris, sehingga kewenangan untuk melakukan pengawasan, 

pemeriksaan, penjatuhan sanksi, dan pembinaan terhadap Notaris dilakukan oleh 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan cara membentuk Majelis 

Pengawas Notaris.85 

  Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya diwajibkan untuk 

tunduk dan taat terhadap segala aturan yang dituangkan dalam Undang-Undang 

Jabatan Notaris, Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia beserta undang-undang 

lainnya yang berkaitan dengan tugas jabatan Notaris. Pengawasan terhadap 

Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang86, dimana 

Majelis Pengawas Notaris adalah merupakan perpanjangan tangan dari Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 

                                                           
84Ridwan H.R,Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 

311. 
85Muhammad Luthfan Hadi Darus, Op. Cit., hlm. 116. 

 86Berjenjang dalam hal ini adalah berdasrkan ketentuan Pasal 68 UUJN, Majelis 

Pengawas Notaris terdiri dari Majelis Pengawas Daerah yang dibentuk di tingkat Kabupaten/Kota, 

Majelis Pengawas Wilayah yang dibentuk di tingkat Propinsi; dan Majelis Pengawas Pusat yang 

dibentuk di Ibukota Negara. 
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  Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang 

berwenang membuat akta otentik diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris yang 

dibentuk oleh menteri. Ketentuan mengenai pengawasan terhadap Notaris diatur 

dalam UUJN Bab IX tentang Pengawasan. Secara umum, pengertian dari 

pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas dalam melihat, 

memperhatikan, mengamati, mengontrol, menilik dan menjaga serta memberi 

pengarahan yang bijak. 

  Berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara 

Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota Susunan Organisasi, Tata Cara 

Kerja dan Tata Cata Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris Pasal 1 angka 5 

menjelaskan mengenai pengertian dari pengawasan yang berbunyi sebagai 

berikut, “pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif 

termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap 

Notaris.”87 

  Pada dasarnya yang mempunyai wewenang88 melakukan pengawasan 

dan pemeriksaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi 

                                                           
 87Lihat di dalam Pasal 1 angka 5 Permenkumham Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 

tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, 

dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas. 

 88Pernyataan ini mengadopsi pendapat Philipus M. Hadjon, bahwa istilah wewenang atau 

kewenangan yang disejajarkan dengan istilah bevoegdheid dalam konsep hukum publik. Sebagai 

suatu konsep hukum publik, wewenang atas (sekurang-kurangnya) tiga komponen, yaitu (1) 

pengaruh, bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek 

hukum; (2) dasar hukum, bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya; dan (3) 

konformitas hukum, bahwa mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum 

(semua jenis wewenang), dan standar khusus (untuk jenis tertentu). Philipus M. Hadjon, “Tentang 

Wewenang Pemerintahan (Bestuursbevoegdheid)”, Pro Justicia, Fakultas Hukum Universitas 

Parahyangan Bandung, Tahun XVI Nomor 1, Januari 1998, hlm. 2.  
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Manusia Republik Indonesia yang dalam pelaksanaannya Menteri membentuk 

Majelis Pengawas Notaris. Menteri sebagai kepala Departemen Hukum dan Hak 

Asasi Manusia mempunyai tugas membantu presiden dalam menyelenggarakan 

sebagian urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dengan 

demikian, kewenangan pengawasan terhadap Notaris ada pada pemerintah, 

sehingga berkaitan dengan cara pemerintah memperoleh wewenang pengawasan 

tersebut. 

  Wewenang pengawasan atas Notaris ada di tangan Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia. Tetapi dalam praktik, menteri melimpahkan wewenang itu 

kepada Majelis Pengawas Notaris yang dia bentuk. UUJN menegaskan bahwa 

menteri melakukan pengawasan terhadap Notaris dan kewenangan menteri 

untuk melakukan pengawasan ini oleh UUJN diberikan dalam bentuk 

pendelegasian delegatif kepada menteri untuk membentuk Majelis Pengawas 

Notaris, bukan untuk menjalankan fungsi-fungsi Majelis Pengawas Notaris yang 

telah ditetapkan secara eksplisit menjadi kewenangan Majelis Pengawas Notaris. 

  Pasal (1) angka 6 UUJN menetapkan bahwa Majelis Pengawas Notaris 

adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk 

melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Majelis Pengawas 

Notaris adalah suatu lembaga yang mempunyai kewenangan dan kewajiban 

untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Notaris sebagai 

pejabat umum merupakan sekelompok figur masyarakat yang mempunyai 

kualifikasi berupa keahlian hukum tertentu, yang tidak dimiliki oleh anggota 

masyarakat lain. 
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  Sebagai kumpulan masyarakat yang mempunyai keahlian tertentu, 

kelompok masyarakat ini dapat memberikan kontribusi kemajuan dan manfaat 

positif bagi masyarakat. Tetapi sebaliknya, hal ini dapat juga menjadikan 

penyalahgunaan keahlian sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi 

masyarakat. Oleh karena itu untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan 

pengaturan yang komprehensif terhadap Notaris baik mengenai syarat dan tata 

cara pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian Notaris maupun mengenai 

pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan 

Notaris. 

  Pada dasarnya yang mempunyai wewenang melakukan pembinaan, 

pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia yang dalam pelaksanaannya menteri 

membentuk Majelis Pengawas Notaris. Menteri sebagai pimpinan Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas membantu presiden dalam 

menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang hukum dan HAM.89 

Pengawasan Notaris dilakukan oleh menteri yang kemudian membentuk Majelis 

Pengawas yang terdiri atas unsur pemerintah, organisasi Notaris dan akademisi 

masing-masing sebanyak 3 (tiga) orang. Adapun susunan anggota Majelis 

Pengawas Notaris tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (3) UUJN 

adalah sebagai berikut:  

1.  Birokasi Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;  

                                                           
 89Lihat di dalam Pasal 35 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, 

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia. 
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2.  Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan 

3. Ahli atau Akademisi sebanyak 3 (tiga) orang. 

 Majelis Pengawas sebagaimana yang dimaksud di atas, terdiri atas 

Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas 

Pusat. Tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris diatur dalam Bab IV 

Pasal 20 sampai dengan Pasal 35 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia RI Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara 

Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata 

kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris yaitu: 

a.  Pasal 20 menyatakan bahwa: 

(1) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, Ketua Majelis 

Pengawas Notaris membentuk Majelis Pemeriksa Daerah, 

Majelis Pemeriksa Wilayah, dan Majelis Pemeriksa Pusat dari 

masing-masing unsur yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 

2 (dua) orang anggota Majelis Pemeriksa; 

(2) Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat 

berwenang memeriksa dan memutus laporan yang diterima; 

(3)  Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu 

oleh 1 (satu) orang sekretaris; 

(4) Pembentukan Majelis Pemeriksa dilakukan paling lambat 5 

(lima) hari kerja setelah laporan diterima; 

(5)  Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan 

perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau 

ke bawah tanpa pembatasan derajat, dan garis lurus ke samping 

sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris. 

(6) Dalam hal Majelis Pemeriksa mempunyai hubungan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Ketua Majelis Pengawas 

Notaris menunjuk penggantinya. 

 

Pasal 21 menyatakan bahwa: 

(1)  Laporan dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan; 

(2) Laporan harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa 

Indonesia disertai bukti-bukti yang dapat 

dipertanggungjawabkan; 
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(3)  Laporan tentang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris 

atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris disampaikan 

kepada Majelis Pengawas Daerah; 

(4)  Laporan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah; 

(5) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah, maka Majelis 

Pengawas Wilayah meneruskan kepada Majelis Pengawas 

Daerah yang berwenang; 

(6) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat, maka Majelis 

Pengawas Pusat meneruskannya kepada Majelis Pengawas 

Daerah yang berwenang. 

 

b.  Selanjutnya Pasal 22 menyatakan bahwa: 

 (1) Ketua Majelis Pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap 

Pelapor dan Terlapor; 

 (2) Pemanggilan, dilakukan dengan surat oleh sekretaris dalam 

waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum sidang; 

 (3)  Dalam keadaan mendesak pemanggilan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dapat dilakukan melalui faksimili yang segera 

disusul dengan surat pemanggilan. 

 (4) Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut, tetapi 

tidak hadir maka dilakukan pemanggilan kedua. 

 (5) Dalam hal Terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut yang 

kedua kali namun tetapi tidak hadir, maka pemeriksaan 

dilakukan dan putusan diucapkan tanpa kehadiran Terlapor. 

 (7)  Dalam hal Pelapor setelah dipanggil secara sah dan patut tidak 

hadir, maka dilakukan pemanggilan yang kedua dan apabila 

Pelapor tetap tidak hadir, maka Majelis Pemeriksa menyatakan 

laporan gugur dan tidak dapat diajukan lagi. 

 

 Majelis Pengawas Notaris sebagai satu-satunya institusi/lembaga yang 

berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi 

terhadap Notaris, tiap jenjang Majelis Pengawas (MPD, MPW,dan MPP) 

mempunyai wewenang masing-masing, yaitu:90 

 

                                                           
 90Habib Adjie, Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, Cetakan 

Kesatu (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm.  6. 
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1.  Majelis Pengawas Daerah 

  Majelis Pengawas daerah dibentuk di kabupaten atau kota yang 

mana ketua dan wakilnya dipilih dari dan oleh anggotanya. Masa jabatan 

ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) 

tahun dan dapat diangkat kembali, MPD dibantu oleh seorang sekretaris atau 

lebih yang ditunjuk dalam rapat MPD. Sebelum dikeluarkannya UUJN 

Nomor 2 Tahun 2014, wewenang MPD diatur dalam UUJN Nomor 30 Tahun 

2004, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 

M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM 

Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10. Tahun 2004. Dalam Pasal 66 

UUJN diatur mengenai wewenang MPD yang berkaitan dengan: 

1)  Untuk kepentingan proses peradilan, Penyidik, Penuntut 

Umum, atau Hakim dengan persetujuan MPD berwenang: 

a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat-surat yang 

dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam 

Penyimpanan Notaris. 

b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang 

berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris 

yang berada dalam penyimpanan Notaris. 

2)  Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berita acara 

penyerahan. 

 

 Dalam kaitan ini MPD harus objektif ketika melakukan pemeriksaan 

atau meminta keterangan dari Notaris untuk memenuhi permintaan peradilan, 

penyidik, penuntut umum atau hakim. Tanpa ada izin dari MPD penyidik, 

penuntut umum dan hakim tidak dapat memanggil atau meminta Notaris 
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dalam suatu perkara pidana.91 Pasal 70 UUJN mengatur wewenang MPD 

yang berkaitan dengan: 

a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan 

pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan 

jabatan Notaris; 

b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 

1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap 

perlu; 

c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) 

bulan; 

d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul 

Notaris yang bersangkutan; 

e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada 

saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh 

lima) tahun atau lebih; 

f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang 

sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4); 

g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan 

pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan 

dalamUndang-Undang ini; dan 

h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf 

g kepada Majelis Pengawas Wilayah. 

 

 Kewenangan Pasal 71 UUJN mengatur wewenang MPD yang 

berkaitan dengan: 

a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris 

dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta 

jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat 

sejak tanggal pemeriksaan terakhir; 

b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya 

kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan 

kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan 

Majelis Pengawas Pusat; 

c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan; 

d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar 

lain dari Notaris dan merahasiakannya; 

e. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan 

menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis 

                                                           
91Ibid. 
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Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan 

tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang 

bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris. 

f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan 

penolakan cuti. 

 

 Wewenang MPD juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, 

seperti dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2), yang menegaskan bahwa, 

kewenangan MPD yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil 

ketua atau salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan keputusan 

rapat MPD, yaitu mengenai: 

a. Memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 

(enam) bulan; 

b. Menetapkan Notaris Pengganti; 

c. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada 

saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh 

lima) tahun atau lebih; 

d. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan 

pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam 

Undang-Undang; 

e. Memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat di 

bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang 

dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan Undang-

Undang; 

f. Menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, 

daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di 

bawah tangan yang dibukukan yang telah disahkannya, yang 

dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari 

kalender pada bulan berikutnya, yang memuat sekurang-

kurangnya nomor, tanggal, dan judul akta. 

 

 Wewenang MPD yang bersifat admistratif yang memerlukan 

keputusan rapat MPD diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, 

yang berkaitan dengan: 
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a. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang 

Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara; 

b. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang 

Protokol Notaris yang meninggal dunia; 

c. Memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut 

umum, atau hakim untuk proses peradilan; 

d. Menyerahkan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang 

dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam 

penyimpanan Notaris; dan 

e. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang 

berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang 

berada dalam penyimpanan Notaris.  

 

 Wewenang MPD dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02. PR.08.10 Tahun 2004 

mengatur mengenai pemeriksaan yang dilakukan terhadap Notaris, yaitu: 

1)  Majelis Pengawas Daerah sebelum melakukan pemeriksaan 

berkala atau pemeriksaan setiap waktu yang dianggap perlu, 

dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada 

Notaris yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja 

sebelum pemeriksaan dilakukan; 

2)  Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mencantumkan jam, hari, tanggal, dan nama anggota Majelis 

Pengawas Daerah yang akan melakukan pemeriksaan; 

3)  Pada waktu yang ditentukan untuk dilakukan pemeriksaan, 

Notaris yang bersangkutan harus berada di kantornya dan 

menyiapkan semua Protokol Notaris. 

 

 Wewenang MPD dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, 

mengatur mengenai pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Tim 

Pemeriksa, yaitu: 

 1)  Pemeriksaan secara berkala dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang 

terdiri atas 3 (tiga) orang anggota dari masing-masing unsur 

yang dibentuk oleh Majelis Pengawas Daerah yang dibantu oleh 

1 (satu) orang sekretaris; 

 2)  Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan 

perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau 
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ke bawah tanpa pembatasan derajat, dan garis lurus ke samping 

sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris; 

 3)  Dalam hal Tim Pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), Ketua Majelis Pengawas Daerah 

menunjuk penggantinya. 

 

 Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa sebagaimana tersebut di atas 

wajib dibuat berita acara dan dilaporkan kepada MPW, pengurus organisasi 

jabatan Notaris dan MPW, hal ini berdasarkan Pasal 17 Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02. PR.08.10 

Tahun 2004, yaitu: 

 1)  Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 15 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang 

ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa dan Notaris yang 

diperiksa; 

 2)  Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat 

dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Pengurus 

Daerah Ikatan Notaris Indonesia, dan Majelis Pengawas Pusat. 

 

 Wewenang MPD juga diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10.Tahun 2004, 

seperti tersebut dalam angka 1 butir 2 mengenai Tugas Majelis Pengawas 

Notaris, yaitu melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 70, 71 UUJN, Pasal 12 ayat (2), Pasal 14, 15, 16, dan 17 Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 

M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan kewenangan lain, yaitu: 

1)  Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah tanggapan 

Majelis Pengawas Daerah berkenaan dengan keberatan atas 

putusan penolakan cuti; 

2)  Memberitahukan kepada Majelis Pengawas Wilayah adanya 

dugaan unsur pidana yang ditemukan oleh Majelis Pemeriksa 

Daerah atas laporan yang disampaikan kepada Majelis 

Pengawas Daerah; 
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3)  Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti; 

4)  Menandatangani dan memberi paraf Buku Daftar Akta dan buku 

khusus yang dipergunakan untuk mengesahkan tandatangan 

surat dibawah tangan dan untuk membukukan surat di bawah 

tangan; 

5)  Menerima dan menata usahakan Berita Acara Penyerahan 

Protokol Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah: 

a. Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan 

Juli dan Januari; 

b. Laporan insidensil setiap 15 (lima belas) hari setelah 

pemberian izin cuti. 

 

2. Majelis Pengawas Wilayah 

 Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di Ibu Kota 

Provinsi yang mana ketua dan wakilnya dipilih dari dan oleh anggotanya. 

Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Wilayah 

adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali, MPW dibantu oleh seorang 

sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat MPW. Wewenang MPW di 

samping diatur dalam UUJN, juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 

2004 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor M.39-PW.07.10. Tahun 2004. 

 Dalam Pasal 73 ayat (1) UUJN diatur mengenai wewenang MPW 

yang berkaitan dengan: 

a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil 

keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui 

Majelis Pengawas Wilayah; 

b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas 

laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a; 

c.  Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) 

tahun; 
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d. Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas 

Daerah yang memberikan sanksi yang berupa peneguran lisan 

maupun tertulis; 

e. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis 

Pengawas Pusat berupa: 

 1) Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 

(enam) bulan; atau 

 2)  Pemberhentian dengan tidak hormat.  

f. Membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi 

sebagaiaman dimaksud pada huruf e dan huruf f. 

 

 Menurut Pasal 73 ayat (2) UUJN, Keputusan MPW sebagaimana 

yang dimaksud pada ayat (1) hurf e bersifat final, dan terhadap setiap 

keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan 

huruf f dibuatkan berita acara (Pasal 73 ayat (3) UUJN). Wewenang MPW 

menurut Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, berkaitan dengan 

pemeriksaan yang dilakukan oleh MPW, yaitu: 

1. Majelis Pemeriksa Wilayah memeriksa dan memutus hasil 

pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah; 

2. Majelis Pemeriksa Wilayah mulai melakukan pemeriksaan 

terhadap hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah dalam 

jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas 

diterima; 

3. Majelis Pemeriksa Wilayah berwenang memanggil pelapor dan 

terlapor untuk didengar keterangannya; 

4. Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga 

puluh) hari kalender sejak berkas diterima. 

 

 Dalam angka 2 butir 1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10.Tahun 2004, mengenai 

Tugas Majelis Pengawas menegaskan bahwa MPW berwenang untuk 

menjatuhkan sanksi yang tersebut dalam Pasal 73, 85 UUJN, dan Pasal 26 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
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Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, kemudian angka 2 butir 2 Keputusan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-

PW.07.10.Tahun 2004 mengatur pula mengenai kewenangan MPW, yaitu: 

1) Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemberian sanksi 

pemberhentian dengan hormat; 

2) Memeriksa dan memutus keberatan atas putusan penolakan cuti 

oleh Majelis Pengawas Daerah; 

3) Mencatat izin cuti yang diberikan dalam setifikat cuti; 

4) Melaporkan kepada instansi yang berwenang adanya dugaan 

unsur pidana yang diberitahukan oleh Majelis Pengawas Daerah. 

Atas laporan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan oleh 

Majelis Pemeriksa Wilayah hasilnya disampaikan kepada Majelis 

Pengawas Pusat; 

5) Menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Pusat, yaitu: 

 a. Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dalam bulan 

Agustus dan Februari; 

b. Laporan insidentil paling lambat 15 (limabelas) hari setelah 

putusan Majelis Pemeriksa. 

 

3. Majelis Pengawas Pusat 

 Majelis Pengawas Pusat dibentuk dan berkedudukan di Ibu Kota 

Negara yang mana ketua dan wakilnya dipilih dari dan oleh anggotanya. Masa 

jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Pusat adalah 3 

(tiga) tahun dan dapat diangkat kembali, MPP dibantu oleh seorang sekretaris 

atau lebih yang ditunjuk dalam rapat MPP. Wewenang MPP di samping diatur 

dalam UUJN, juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan 

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Nomor M.39-PW.07.10.Tahun 2004. Dalam Pasal 77 UUJN diatur mengenai 

wewenang MPP yang berkaitan dengan: 
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a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil 

keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan 

penolakan cuti; 

b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan 

sebagaimana dimaksud pada huruf a; 

c.  Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; 

d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan 

tidak hormat kepada Menteri. 

 

 Selanjutnya wewenang MPP diatur juga dalam Pasal 29 Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 

M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yang berkaitan dengan pemeriksaan lebih lanjut 

yang diterima dari MPW: 

1)  Majelis Pemeriksa Pusat memeriksa permohonan banding atas 

putusan Majelis Pemeriksa Wilayah; 

2) Majelis Pemeriksa Pusat mulai melakukan pemeriksaan 

terhadap berkas permohonan banding dalam jangka waktu 

paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima; 

3) Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memanggil pelapor dan 

terlapor untuk dilakukan pemeriksaan guna didengar 

keterangannya. 

4)  Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga 

puluh) hari kalender sejak berkas diterima; 

5)  Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat 

alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar 

untuk menjatuhkan putusan; 

6)  Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani 

oleh Ketua, Anggota, dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Pusat; 

7)  Putusan Majelis Pemeriksa Pusat disampaikan kepada Menteri, 

dan salinannya disampaikan kepada pelapor, terlapor, Majelis 

Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Pengurus Pusat 

Ikatan Notaris Indonesia, dalam jangka waktu paling lambat 30 

(tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan. 

 

 Dalam angka 3 butir 1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10. Tahun 2004, mengenai 

Tugas Majelis Pengawas, bahwa MPP berwenang untuk melaksanakan 
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ketentuan yang tersebut dalam Pasal 77, Pasal 84 UUJN dan 85 UUJN, dan 

wewenang lain, yaitu: 

1) Memberikan izin cuti lebih dari 1 (satu) tahun dan mencatat izin 

cuti dalam sertifikat cuti; 

2) Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian 

sementara; 

3) Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian 

dengan hormat; 

4) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil 

putusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi, 

kecuali sanksi berupa terguran lisan dan tertulis; 

5) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil 

putusan dalam tingkat banding terhadap penolakan cuti dan 

putusan tersebut bersifat final. 

 

 Mengenai kewenangan Majelis Pengawas (Daerah, Wilayah dan 

Pusat) ini, ada satu kewenangan Majelis Pengawas yang perlu untuk 

diluruskan sesuai aturan hukum yang berlaku, yaitu atas laporan Majelis 

Pemeriksa jika menemukan suatu tindak pidana dalam melakukan 

pemeriksaan terhadap Notaris, maka Majelis Pengawas akan melaporkannya 

kepada pihak yang berwenang. Substansi pasal ini telah menempatkan 

Majelis Pengawas Notaris sebagai pelapor tindak pidana.92 

 Saat ini, pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) telah menerbitkan aturan baru 

mengenai pengawasan Notaris, yakni Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara 

Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris. Dalam ketentuan tersebut, 

pengaturan tentang pemberian sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh Majelis 

                                                           
92Ibid, hlm. 16. 



 
 

99 
 

Pemeriksa. Apabila kita merujuk pada ketentuan-ketentuan yang telah 

disebutkan di atas, yakni Pasal 20  ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang 

Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan 

Organisasi, Tata kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris: 

Pasal 20 menyatakan bahwa: 

(1) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, Ketua Majelis 

Pengawas Notaris membentuk Majelis Pemeriksa Daerah, Majelis 

Pemeriksa Wilayah, dan Majelis Pemeriksa Pusat dari masing-

masing unsur yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) 

orang anggota Majelis Pemeriksa; 

(2) Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat 

berwenang memeriksa dan memutus laporan yang diterima; 

 

 Habib Adjie berpendapat bahwa keberadaan Majelis Pemeriksa 

merupakan tim yang dibentuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD). Majelis 

Pemeriksa berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang 

dilaporkan, kemudian memberikan laporan ke Majelis Pengawas Daerah. 

Kemudian Majelis Pengawas Daerah membuat laporan untuk kemudian 

diteruskan kepada Majelis Pengawas Wilayah. Selanjutnya, Majelis Pengawas 

Wilayah akan memeriksa Notaris yang bersangkutan (dengan membentuk 

Majelis Pemeriksa di tingkat wilayah), jika terbukti maka Maka Pengawas 

Wilayah akan menjatuhkan sanksi. Jika Notaris tidak setuju atau melakukan 

banding dengan keputusan Majelis Pengawas Wilayah, maka Notaris yang 

bersangkutan bisa mengajukan keberatan ke Majelis Pengawas Pusat (dengan 

membentuk Majelis Pemeriksa di tingkat pusat), dan kemudian yang berwenang 
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menjatuhkan sanksi yaitu Majelis Pengawas Wilayah atau Majelis Pengawas 

Pusat.93 

 Padahal, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 73 UUJN ditentukan 

bahwa Majelis Pengawas Wilayah yang berwenang menjatuhkan sanksi kepada 

Notaris dan Pasal 77 UUJN menentukan pula Majelis Pengawas Pusat yang 

berwenang menjatuhkan sanksi. Namun dalam Permenkumham Nomor 15 

Tahun 2020 tersebut menentukan bahwa kewenangan pemberian sanksi kepada 

Notaris ada pada Majelis Pemeriksa (Pasal 1 angka 4). Permenkumham Nomor 

15 Tahun 2020 bertentangan dengan UUJN, dan perlu bagi organisasi Notaris 

untuk menyampaikan hal tersebut ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia.94 

 Kemudian, menurut Ni’matul Huda bahwa kedudukan Permenkumham 

jauh di bawah UUJN, sehingga substansinya tidak boleh bertentangan dengan 

UUJN. Majelis Pengawas Notaris kedudukan serta wewenangnya tetap mengacu 

pada ketentuan UUJN. Dimana kewenangan dalam pemberian sanksi terhadap 

Notaris ada pada Majelis Pengawas Notaris seperti ketentuan Pasal 73 ayat (1) 

huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa, 

Majelis Pengawas Pusat berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa 

dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui 

Majelis Pengawas Wilayah dan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 2 

                                                           
 93Hasil wawancara dengan DR. Habib Adjie, S.H., M.Hum., Notaris/PPAT, Akademisi, 

Penulis buku di bidang Kenotariatan, Pejabat Lelang Kelas II Kota Surabaya, Tanggal 1 Desember 

2020. 
 94Ibid. 
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Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa, “Majelis Pengawas Pusat 

berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil 

keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan 

cuti.95 Dalam hal pemberian sanksi bagi Notaris seharusnya hanya Majelis 

Pengawas Notaris saja yang diberikan kewenangan, demi terciptanya suatu 

kepastian hukum terhadap pengawasan Notaris. 

 

B. Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis 

Pengawas Terhadap Notaris  

  Negara Indonesia adalah negara hukum, pernyataan tersebut diatur di 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 1 ayat (3) 

yang dirumuskan dalam amandemennya yang ketiga tanggal 10 November 

2001.96 Sebagai konsekuensi dari paham berbangsa dan bernegara harus 

berdasarkan pada ketentuan hukum dan tidak boleh menyimpang pada norma-

norma hukum yang berlaku di Indonesia. 

  Dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris juga wajib untuk taat 

pada ketentuan hukum yang menaungi pelaksanaan jabatannya. Selain 

                                                           
 95Hasil wawancara dengan Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum., Guru Besar Hukum 

Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tanggal 20 November 2020. 
96Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (hasil 

perubahan ketiga), sebelum perubahan ketiga, dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak ditemukan 

suatu rumusan yang in expressis verbis yang menyebutkan atau merumuskan negara hukum. Hanya 

penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia negara 

berdasarkan hukum (Rechtstaat) yang diperlawankan dengan machtstaat, setelah perubahan ketiga 

Undang-Undang Dasar 1945, penjelasan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dihapus dari naskah 

resmi ketiga Undang-Undang Dasar 1945. 
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kewajiban untuk mentaati ketentuan-ketenntuan hukum yang ada, Notaris juga 

diawasi oleh lembaga-lembaga pengawas yang memiliki tupoksi tugas masing-

masing. Tujuan dari pengawasan itu sendiri agar para Notaris ketika 

menjalankan tugas jabatannya memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan tugas jabatan Notaris demi untuk pengamanan kepentingan 

masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah bukan untuk kepentingan 

Notaris sendiri tetapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.97 

  Adapun langkah-langkah hukum secara kongkrit yang dapat dilakukan 

oleh Majelis Pengawas Notaris untuk melakukan pengawasan, yaitu dengan 

melakukan berbagai bentuk pengawasan yang terdapat dalam teori-teori 

pengawasan, yaitu di antaranya:98 

 1. Ditinjau dari segi kedudukan badan/organ yang melaksanakan pengawasan, 

terdiri dari: 

  a)  Pengawasan Internal 

 Pengawasan internal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh satu 

badan yang secara organisatoris/struktural masih termasuk dalam 

lingkungan pemerintahan sendiri dalam hal ini karena Bidang Notariat 

masuk pada lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik. Anggota Majelis Pengawas berwenang melakukan pengawasan 

terhadap para Notaris yang didasarkan pada ketentuan UUJN, 

Permenkumham Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang tentang Tata 

                                                           
 97G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 

301. 
98Habib Adjie, Majelis Pengawas Notaris (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), hlm. 

101. 
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Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota Susunan 

Organisasi, Tata Cara Kerja dan Tata Cata Pemeriksaan Majelis Pengawas 

Notaris serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis 

Pengawas Terhadap Notaris, dan juga aturan-aturan lainnya yang terkait. 

Adapun pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin/atasan langsung, baik 

di tingkat pusat yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris di 

Ibukota Negara yang berada langsung dibawahi Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia, maupun di tingkat daerah yaitu oleh 

Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah, yang 

merupakan satuan organisasi pemerintahan, termasuk proyek 

pembangunan di lingkungan departemen/lembaga instansi lainnya, untuk 

meningkatkan mutu dalam lingkungan tugasnya masing-masing, melalui 

penggarisan struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan 

fungsi serta uraiannya yang jelas; perincian kebijaksanaan pelaksanaan 

yang dituangkan secara tertulis yang dapat menjadi pegangan dalam 

pelaksanaannya oleh bawahan yang menerima pelimpahan wewenang dari 

atasan; melalui rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus 

dilaksanakan, bentuk hubungan kerja antar kegiatan tersebut, dan 

hubungan antar berbagai kegiatan beserta sasarannya yang harus 

dicapainya; melalui prosedur kerja yang merupakan petunjuk pelaksanaan 

yang jelas dari atasan kepada bawahan; melalui pencatatan hasil kerja serta 

pelaporan yang merupakan alat bukti bagi atasan untuk mendapatkan 



 
 

104 
 

informasi yang diperlukan bagi pengambilan keputusan serta penyusunan 

pertanggung jawaban, baik mengenai pelaksanaan tugas maupun 

mengenai pengelolaan keuangan; melalui pembinaan personil yang terus 

menerus agar pelaksana menjadi unsur yang mampu melaksanakan dengan 

baik tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan tidak melakukan tindakan 

yang bertentangan dengan maksud serta kepentingan tugasnya. 

 b) Pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan 

terhadap keuangan negara dan khususnya terhadap perbuatan 

pemerintahan di bidang friesermessen yang meliputi: 

  1)  Pengawasan Formal, misalnya dalam prosedur keberatan, hak petisi, 

banding administratif, yang digolongkan menjadi pengawasan 

preventif, yaitu keharusan adanya persetujuan dari atasan sebelum 

keputusan diambil separti yang dilakukan oleh Majelis Pengawas 

Daerah. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris dan pengawasan 

represif seperti penangguhan pelaksanaan secara spontan dan 

kemungkinan pembatalan. 

  2) Pengawasan Informal seperti langkah-langkah evaluasi dan 

penangguhan. 

2. Pengawasan Eksternal 

 Yakni pengawasan yang dilakukan oleh organ/lembaga secara organisatoris/ 

struktural yang berada diluar pemerintah (eksekutif), misalnya dalam 
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pengawasan yang dilakukan oleh organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris 

Indonesia terhadap para Notaris. 

3. Pengawasan Preventif dan Represif 

 Adapun yang dimaksud pengawasan preventif yaitu pengawasan yang 

dilakukan sebelum dikeluarkan suatu keputusan/ketetapan pemerintah, yang 

disebut pengawasan apriori, yang akan ditetapkan dengan peraturan 

pemerintah. Pengawasan represif, yaitu pengawasan yang dilakukan sesudah 

dikeluarkannya keputusan/ketetapan pemerintah, sehingga bersifat korektif 

dan memulihkan suatu tindakan yang keliru, disebut juga pengawasan 

aposteriori. 

4. Pengawasan dari segi hukum merupakan suatu penilaian tentang sah atau 

tidaknya suatu akta yang telah dibuat oleh Notaris yang menimbulkan akibat 

hukum. Adapun kewenangan melakukan pengawasan terhadap perbuatan 

Notaris yang bijaksana ataupun tidak, menjadi wewenang dari Majelis 

Pengawas Daerah sesuai dengan Pasal 70 dan Pasal 71 UUJN, Pasal 13 dan 

Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara 

Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata 

Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Tujuan 

diadakannya pengawasan dari segi hukum, yaitu agar Notaris dalam 

melakukan tindakannya harus memperhatikan norma-norma hukum dalam 

rangka memberi perlindungan hukum bagi mayarakat, yang terdiri dari upaya 

administratif dan peradilan administratif yang dilaksanakan oleh Majelis 
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Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat 

secara berjenjang. 

  Namun dalam pelaksanaannya pengawasan, pemeriksaan, dan 

pemberian sanksi terhadap Notaris juga ditemukan kendala. Fokus dalam 

pembahasan ini adalah menganalisa kendala-kendala tersebut pasca terbitnya 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 

15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap 

Notaris. 

  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas 

Terhadap Notaris yang memberikan kewenangan kepada Majelis Pemeriksa 

untuk memberikan sanksi terhadap Notaris, Nancy Nirwana menjelaskan bahwa 

hal tersebut merupakan suatu kekeliruan sebab berdasarkan ketentuan yang lebih 

tinggi, yakni UUJN tidak mengatur atau memberikan kewenangan terhadap 

Majelis Pemeriksa untuk memberikan sanksi terhadap Notaris. Fungsi dari 

Majelis Pemeriksa seharusnya tetap sesuai amanat dalam aturan-aturan 

sebelumnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara Majelis 

Pemeriksa dan Majelis Pengawas.99 Saat ini dalam praktiknya, pernah terjadi 

Majelis Pemeriksa menanyakan kepada Majelis Pengawas Wilayah tentang 

siapa yang sebenarnya mempunyai kewenangan pemberian sanksi bagi Notaris 

yang terbukti bersalah. Namun dapat diselesaikan dalam rapat bersama anggota 

                                                           
 99Hasil wawancara dengan Nancy Nirwana, Anggota Majelis Pengawas Wilayah Propinsi 

Kalimantan Timur dari unsur Notaris, 5 Desember 2020. 
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Majelis Pengawas Wilayah dengan Majelis Pemeriksa. Diambil kesepakatan 

bahwa kewenangan pemberian sanksi tetap ada pada Majelis Pengawas 

Wilayah.100

                                                           
100Ibid. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Pasal 73 UUJN menentukan bahwa Majelis Pengawas Wilayah yang 

berwenang menjatuhkan sanksi kepada Notaris dan Pasal 77 UUJN 

menentukan pula Majelis Pengawas Pusat yang berwenang menjatuhkan 

sanksi. Namun dalam Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 tersebut 

menentukan bahwa kewenangan pemberian sanksi kepada Notaris ada pada 

Majelis Pemeriksa (Pasal 1 angka 4). Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 

bertentangan dengan UUJN dan terkesan ada tumpang tindih aturan, 

semestinya permenkumham tidak bisa men-downgrade atau mengubah 

ketentuan dalam UUJN.   

2. Pelaksanaan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara 

Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris sulit diterapkan sebab 

berdasarkan ketentuan yang lebih tinggi, yakni UUJN tidak mengatur atau 

memberikan kewenangan terhadap Majelis Pemeriksa untuk memberikan 

sanksi terhadap Notaris. Fungsi dari Majelis Pemeriksa seharusnya tetap 

sesuai amanat dalam aturan-aturan sebelumnya sehingga tidak terjadi 

tumpang tindih kewenangan antara Majelis Pemeriksa dan Majelis Pengawas. 

Namun dapat diselesaikan dalam rapat bersama anggota Majelis Pengawas 
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Wilayah dengan Majelis Pemeriksa dan diambil kesepakatan bahwa 

kewenangan pemberian sanksi tetap ada pada Majelis Pengawas Wilayah.  

 

B. Saran 

1. Dalam hal pemberian sanksi bagi Notaris seharusnya hanya Majelis 

Pengawas Notaris saja yang diberikan kewenangan, demi terciptanya suatu 

kepastian hukum terhadap pengawasan Notaris. 

2. Diharapkan keberadaan Majelis Pemeriksa selaku badan yang dibentuk oleh 

Majelis Pengawas Notaris dapat melakukan pemeriksaan terhadap Notaris 

dengan tetap bersinergi dengan Majelis Pengawas sehingga tujuan dari 

pemeriksaan dan pengawasan Notaris dapat berjalan secara maksimal tanpa 

kendala serta komitmen untuk meluangkan waktu untuk menjalankan tugas 

masing-masing sebagai anggota Majelis Pengawas sangatlah diperlukan. 

Juga apabila dalam perkembangan saat ini keberadaan UUJN dianggap sudah 

tidak sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan, alangkah lebih baik 

UUJN itu sendiri yang diamandemen, bukan menerbitkan permenkumham.
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